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Abstrak

Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis
Penjatuhan Sanksi) oleh MukhlassubiantoNim 2123119045

Adapun permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu
“BagaimanaPenjatuhanSanksiTerhadapAnakDitinjau Dari Hukum Islam

(Studi Analisis Undang-Undang No. 11 Tahun
2012TentangSistemPeradilanPidanaAnak)”.Penelitianinimenggunakanpen
elitiankualitatif, penelitian yang

menggunakankepustakaansebagaibahanpenelitiannya

(libraryresearch).Melaluipenelusuranliteratur.Ataudengan ~ kata  lain,
bahan-bahandan data-datanyadiperolehdariperpustakaan,
danberbagaiuraian lain yang relevandenganpermasalahantopicpenulisan.
Adapunpendekatan yang
digunakandalampenulisaniniadalahpendekatanDeskriftifEvaluatifyaitumen
gadakansuatupenelitian yang
manadalampenelitianinimemaparkanposisiobyekdalamhalanakditinjaudari
hukum  Islam,  sebagaibahanuntukmelihat UU No  11Tahun
2012TentangSistemPeradilanPidanaAnak.Hasilpenulisaninimenujukanbah
wa (1) bagaimana penjatuhan hukuman kepada anak ada empat cara yaitu
tahapan penangkapan dan penahanan, tahapan penuntutan dan tahapan
pemeriksaan di sidang pengadilan,Adapun pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan hukuman pidana yaitu hal meringankan dan hal
memberatkan, Jenis pidana pokok ketentuan pasal 71 ayat 1 dan ayat 2

pidana tambahan.(2) proses
penjatuhansanksiterhadapanakdilihatdariHukum  Islam  dalamUndang-
Undang No. 11 Tahun 2012

TentangSistemPeradilanPidanaAnaktidakbertentangandenganHukum
Islam denganketentuanterpenuhinyahak-hakanakdalammenjalanihukuman.

Kata Kunci :Hukuman, SanksiSistemPeradilanPidanaAnak
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A.

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati
perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari
kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan
pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak
khususnya para orang tua. Fanomena meningkatnya perilaku tindak
kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak sebanding lurus dengan
usia pelaku.!

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-
cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan
memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan
yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka
menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secara
utuh, serasi, dan seimbang.’

Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan
yang actual, hampir di semua negara-negara di dunia termasuk Indonesia.
Banyak factor yang menyebabkan seorang anak cenderung berbuat
kenakalan yang bila diklasifikasikan sebagai perbuatan kejahatan yang
dianggap sebagai kenakalan (Juvenile delinquency). Maka tidak adil
rasanya bila anak yang melakukan kenakalan dan meresahkan masyarakat
tidak dikenai hukuman, tetapi tidak pantas juga bila anak tersebut
mendapatkan hukuman yang sama dengan hukaman yang diterima oleh

orang dewasa.

! Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, (Yogyakarta:

Graha llmu, 2010), him. 103

h. 2.

2 Darwan Prints, Hukum Anak di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 19977),



Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut
dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat kadang-
kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih
dari itu terdapat anak melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa
mengenal status social dan ekonomi.

Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik
sengaja maupun tidak sengaja anak sering melakukan tindakan atau
berperilaku yang dapat merugikan dirinya atau masyarakat.

Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah
disebutkan pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyiNegara Indonesia
adalah negara hukum setiap upaya atau tindakan melanggar hukum harus
dipertanggung jawabkan secara hukum.® Demikian halnya dengan anak
apabila anak berkonflik dengan hukum juga dikenai sanksi. Pemberian
hukum atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus
pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran
hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikirian pemberian hukuman
oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah mahkluk yang
bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala
perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat
secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itulah
dalam proses hukum dan pemberian hukuman, (sebagai sesuatupada

akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran

3 Undang-Undang Dasar 1945



hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus membedakannya dari
orang dewasa.”

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum
positif Indonesia Lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa
(minderjaring/person under age), orang yang dibawah umur atau keadaan
dibawah umur (minderjarigheid/inferiority) atau kerap disebut sebagai
anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarige ondervoordij).’
Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia
kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu
dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang
digunakan untuk menentukan umur anak.

Dikatakan anak dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 3 yang menyebutkan
bahwa anak adalah orang yang dalam pekara anak nakal telah mencapai
umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)
tahun.Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan
berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakan-
tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma. Tujuan yang ingin
dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap anak adalah agar anak tersebut
dapat berbaur kembali terhadap masyarakat. Double track system
merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu

sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. Sekalipun dalam prakteknya,

* Hukum Anak Nakal, www.hukumonline.com diakses 15 januari 2016 pukul 15.00 wib
® Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia , Bandung: Mandar Maju, 2005.

H.3.


http://www.hukumonline.com/

perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar,
namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar,
dimana sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan
pemidanaan”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk
apa diadakan pemidanaan itu”.°

Dapat dijumpai bahwa dalam kenyataan dilapangan anak dibawah
umur terkadang mendapat hukum yang tidak sesuai dengan kritria sang
anak, malahan sang anak yang melanggar hukum mendapat hukuman
penjara padahal dilihat dari sisi anak tersebut bahwa anak adalah dibawah
perlindungan orng tua dan negara. Seorang hakim menjatuhkan hukuman
penjara kepada seorang anak apakah telah sesuai dengan undang-undang
yang berlaku baik dari proses penangkapan sampai penjatuhan
hukumannya.

Suatu fakta terungkap dari internet menyebutkan bahwa 3 bocah
diduga melakukan penganiayaan terhadap teman sekelasnya. Dari
pengakuan 3 anak ini, diketahui bahwa mereka menendang perut korban 1
kali, menendak 2 kali, dan memukul kepala 1 kali. Siswa kelas | Sekolah
Dasar Negeri (SDN) Tamalanrea V, Muhammad Syukur (7), meninggal
dunia di Rumah Sakit Ibnu Sina, Senin (31/3/14) dini hari setelah dianiaya
oleh 3 temannya. Pihak kepolisian sendiri akan tetap melakukan
penyidikan terhadap para pelaku sesuai dengan ketentuan serta tetap

mengedepankan perlindungan anak. Fakta tersebut menjadi salah satu

® M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada. 2004. Hal. 17



bukti nyata kenakalan yang dilakukan anak, seharusnya anak lebih
berkonsentrasi kepada pendidikan dan prestasi bukan berurusan terhadap
hukum.

Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan
perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari
14 (empat belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang
telah mencapai umur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan
belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana sesuai dengan pasal 32
ayat 2 dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
peradilan Pidana Anak.’

Didalam pasal 71 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa ada dua
macam pidana atau ancaman hukuman.Pertama, pidana pokok ,yang
meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan Kkerja,
pembinaan dalam lembaga dan penjara. Kedua, pidana tambahan yang
meliputi perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,
pemenuhan kewajiban adat.

Didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem
peradilan pidana anak menyebutkan bahwa ada proses penjatuhan

hukuman kepada anak vyaitu pertama, tahapan penangkapan.

" pasal 32 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak



Kedua,penahanan. Ketiga, tahapan penuntutan. Kempat, tahapan
pemeriksaan disidang pengadilan®

Melihat dari sanksi yang diberikanoleh pengadilan, pidana penjara
merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan
sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pidana penjara
dengan system permasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan
atau pembinaan dan perbaikan (rehabilitas) anak didik permasyarakatan
untuk dikembalikan lagi kepada kemasyarakat.’

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi
pelindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan
hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di
lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak
ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat
khusus yang memahami masalah Anak.

Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya
kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang
sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya
akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang
harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat
bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga
dalam menanangani tindakpidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-

betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

8 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
°Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, cet 11l (Jakarta:Djambatan,
2007) h. 115



Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan
adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat
dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan
tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (lex specialis derogat legi
generali).

Melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan undang-
undang lain, di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti
Ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam undang-undang ini
mengatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman
pemidanaannya.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-
undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan
pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang
masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk
memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan
akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik,
yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.™®

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim
dalam menjatuhkan putusan kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si

pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya

Wigiati Soetedjo, Hukum Pidana Anak, Cetakan ketiga, Bandung, Refika
Aditama, 2010, him 29.



mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan
berkembang sebagai generasi penerus bangsa, dalam konteksnya sering
dianggap tidak adil bagi anak.

Ditinjau dari hukum islamukuran seorang anak yang beranjak
menjadi dewasa atau dalam figh disebut baligh. Pendifinisian anak yang
tidak tepat memilik implikasi terhadap cara pandangan kita kepada anak
yang nantinya ikut adil juga dalam memunculkan kejahatan anak-anak.

Islam sebagai agama yang memiliki kajian hukum figh yang begitu

luas dan tentu memiliki sebuah konsep hukum tentang anak. Jadi islam
mendefinisikan anak adalah anak yang telah mencapai baligh atau haid,
anak telah mencapai baligh atau haid biasanya dikatakan anak tersebut
sudah masuk dewasa.

Huzaemah T. Yanggo dalam bukunya Figih Anak menagatakan
bahwa al-bulughadalah habisnya masa kanak-kanak. Pada laki-laki baligh
ditandai dengan bermimpi (al-ihtilam), dan perempuan ditandai dengan
haid."* Rasulullah SAWbersabda
oo pling i prall e | Ladig s 20 W) e 406 e Al ad

By (i O sinall
Artinya “Pena -pencatat amal- itu diangkat dari tiga : dari orang yang
tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia dewasa (yahtalima),
dan dari orang gila sampai ia sadar.” (HR Baihaqi).

Kata yahtalimaadalah orang yang sudah bermimpi (al-ihtilam)

artinya seseorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena

kejahatan yang dilakukan, Karena tidak ada beban tenggung jawab hukum

" Huzaemah T. Yanggo, Figh Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 11



atas seseorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber,
gadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan
beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan
menghentikannya dari membuat kesalahan di masa akan datang, maka
dipahami bahwa anak yang sudah baligh telah menerima beban taklif,
yaitu menjalankan hukum syara dan dihisab sebagai implikasi dari
pembebanan tersebut. Ini berarti pada saat baligh, anak dianggap telah
dewasa dan dapat diperlakukan sebagai manusia dewasa di hadapan
hukum.

Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan
kepada walinya, yaitu orang tuanya. Karena orang tua wajib mendidik
anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi
penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik,
maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena
kelaliannya, sebagaimana disebutkan dalam Surat At Tahriin ayat 6 berikut
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan
batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka
dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (At Tahriin)

2Q.S. At Tahriin:6



Ayat tersebut menegaskan akan fungsi dan tanggung jawab orang
tua terhadap anaknya yang pada hakikatnya ada dua macam, yaitu:
1. Fungsi orang tua sebagai pengayom.

2. Fungsi orang tua sebagai pendidik.

Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum
ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok
masyarakat dan tergolong tidak mampu atau dibawah umur.*?

Bahkan kemudian dalam kitab Tasyri’ al-Jana-l1 al-Islami
dikemukakan bahwa batas minimal umur untuk cakap berbuat dalam hal
ibadah berbeda dengan kecakapan mempertanggungjawabkan tindak
pidana; batas minimal umur anak untuk mempertanggungjawabkan tindak
pidana disamakan antar pelaku pria dan wanita batas minimal umur
dimaksud memakai standar tamyiz yaitu tujuh tahun.

Sedangkan dalam kitab al-Figh al-Islami wa Adillatuhu dijelaskan
bahwa Seorang anak dapat digugat perdata pada usia lima belas tahun

dengan syarat nyata baligh atau nyata rusyd (pandai).

Artinya: “Habisnya batasan dalam hagnya sebagai seorang anak,
menurut pendapat madzhab Hanafiyyah ialah dengan kebalighannya pada

umur lima belas tahun”.**

¥ H. Mustafa Kamal Pasha, Figh Islam, disusun berdasarkan keputusan Majelis TArjih,
Yogyakarta: Pemimpin Wilayah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar, Menengah dan kebudayaan
Daerah Istemewa Yogyakarta, 2000,h. 287.

“Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu. Jilid 7 Mesir: Dar al-Fikr, 1997, h.55



Didalam islam menjelaskan bahwapada umumnya para ulama’
membagi tindak pidana dalam figh jinayah berdasarkan aspek berat dan
ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Quran dan al-
Hadits. Atas dasar ini, para ulama membaginya menjadi tiga macam:

1. Jarimah Hudud

Jarimah hududadalah tindak pidana yang diancam hukuman had,
yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah (beratringan)
sanksinya yang menjadi hak Allah SWT.

2. Jarimah Qishas atau Diyat

Jarimah gisas-diah adalah tindak pidana yang diancam hukuman
gishas atau diyat.

b. Jarimah ta’zir ialah tindak pidana yang diancam dengan satu atau
beberapa macam hukuman. Jarimah ta’zir terbagi menjadi empat
bagian:

a. Jarimah fa zir hudud atau gishas yang syubhat atau tidak memenuhi
syarat, namun sudah merupakan perbuatan maksiat. Misalnya,
percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan
keluarga, dan pencurian aliran listrik.

b. Jarimah-jarimah yang telah ditentukan oleh al-Quran dan al- Hadits,
namun tidak ditentukan sanksinya. Contoh : penghinaan, saksi palsu,
tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.

c. Jarimah-jarimah yang mutlak oleh Ulul Amri buat kemashlahatan

umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan



penentuan kemashlahatan umum. Persyaratan kemashlahatan ini
secara rinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Figh. Misalnya,
pelanggaran atas peraturan lalu lintas.
d. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami,
namun hak adami lebih dominan. Misalnya, pembunuhan.
Adapun sasaran hukuman di dalam islam itu dibagi empat yaitu :*°
1. Hukuman badan
2. Hukuman dikenakan kepada jiwa
3. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia
4. Hukuman harta
Terlepas dari pro kontra yang terjadi, ada suatu pandangan tentang
fenomena kejahatan anak yang menarik untuk kita kaji. Dan diharapkan
pandangan ini dapat memberikan solusi yang tuntas terhadap
permasalahan kejahatan anak, yang secara otomatis akan menghentikan
kontroversi hukuman pidana pada anak. Pandangan tersebut adalah
pandangan hukum Islam.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba untuk mengkaji
lebih jauh tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Dilihat dari Hukum
Islam dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.

¥¥Djazuli, Figh Jinayah,...h.5-6



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan latar belakang di atas, maka masalah yang

nantinya akan dicoba dijawab dalam skripsi ini adalah :

Bagaimana penjatuhan sanksi terhadap anak dilihat dari Hukum Islam

dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahuidan menganalisis penjatuhan sanksi terhadap anak dilihat
dari Hukum Islam dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi
bagi pengembang substansi disiplin di bidang ilmu hukum,
khususnya dibidang hukum kepidanaan.

b. Secara praktis, sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi pemerintah atau para pengambil keputusan dalam
menyelesaikan permasalahan pidana khususnya pada proses

peradilan pidana anak.



D. Tinjuan Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusun, hingga saat ini sudah banyak
ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang
pejantuhan sanksi. Untuk mengetahui penyusun dalam melakukan
ppenelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada
dan berkaitan dengan objek bahasan.

Skripsi Nurul Amin Iskandar yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Konsep Pidana Penjara Bagi Anak Dengan Sistem
Masyarakatan’. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara prinsip penjara
anak tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam, dengan ketentuan
terpenuhnya hak-hak anak dalam penjara.’®

Skripsi Wihdatul Hasanah yang berjudul “ Batas Usia Anak Dalam
Tindak Pidana Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Peradilan
Anak”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hasil yang di dapat dari
penelitian ini yaitu batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya
menjadi jelas yaitu dalam hukum Islam, batas usia anak adalah di bawah
usia 15 atau 18 tahun dan perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum,
hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban.
Sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa
dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman
ta’zir. Sedangkan dalam hukum positif batas usia anak adalah usia 8

(delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah

'® Nurul Amin Iskandar,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Pidana Penjara
Bagi Anak Dengan Sistem Masyarakatan”Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Susan
Kalijaga, Yogyakarta, 2010



kawin dan semua perbuatan anak yang melanggar hukum dapat dikenakan
hukuman akan tetapi hukumannya maksimal setengah dari hukuman orang
dewasa, untuk penjara atau kurungan maksimal 10 tahun, hukuman
penjara seumur hidup dan hukuman mati tidak berlaku bagi anak-anak.*’
Dari hasil penelitian diatas penulis dapat menyimpulkan anak yang

belum berumur 14 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana sedangkan
anak yang telah berumur 14 sampai 18 tahun dikenakan sanksi hukuman
setengah dari orang dewasa. Sehingga penulis dapat ide untuk mengkaji
“Bagaimana Penjatuhan Hukuman Terhadap Anak dilihat dari Hukum
Islam dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak™.
. Metode Penelitian

jenis penelitian

Penelitian pada skripsi ini berupa penelitian kepustakaan (library

research) yang bersifat literer, artinya penelitian ini secara langsung
akandidasarkan pada data tertulis yang berbentuk kitab-kitab terutama
karyaklasik, juga buku-buku yang terkait. Dalam proses pelaksanaannya,
sumberdata diklasifikasikan dalam dua kategori, sumber data primer dan
sumber datasekunder. Data primernya yaitu obyek dari kajian ini yaitu
Undang-UndangNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, kemudian buku-buku yangberkenaan dengan pembahasan tentang

hukum Islam atau figh seperti Tasyri’ al-Jana’l, I’anatut Thalibin, Al-

Y\Wihdatul Hasanah “ Batas Usia Anak Dalam Tindak Pidana Menurut Hukum Islam Dan
Undang-Undang Peradilan Anak” Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul
Ulama’(UNISNU) Jepara, 2015



Fighul Islami wa Adillatuhu. Sedangkan data sekundernya adalah segala
sumber tertulis baik kitab, buku, ensiklopedi, jurnal atau tulisan berbentuk
artikel yang berkaitan dengan pembahasan, baik mengenai Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
maupun tentang hukum Islam.

Penelitian ini merupakan Kkajian literatur dengan pendekatan
normatifdan bertujuan untuk merumuskan sebuah teori komparatif tentang
pertanggungjawaban pidana anak ditinjau dari perspektif Undang-Undang
nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan hukum
Islam.

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan metode analisis
deskriptif yang berupaya mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap
Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak. Dengan segala keterbatasannya untuk menguatkan pendeskripsian
ini, penulis mencoba untuk menganalisa tinjauan hukum Islam terhadap
Undang-UndangNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak dengan menggunakan dalil-dalil baik dari al-Quran maupun al-
Hadits juga dari pendapat-pendapat para Ulama figh..

Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian library research maka
teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan

pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan



yang diteliti. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan
diolah dengan cara :

1. Editing yaitu pemeriksaan kembali dari data-data yang diperoleh
terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi
makna antara yang satu dengan yang lain.

2. Organizing yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan
kkerangka yang sudah ditentukan.

3. Penemuan hasil penelitian yakni melakukan analisis lanjutan
terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-
kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh
kesimpulan (inferensi) tertentu yang merupakan hasil jawaban dari
rumusan masalah.

Teknik Analisi Data

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode analisis
deskriptif yang berupaya mendeskripsikan Tinjuan Hukum Islam
terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak Dengan segala keterbatasannya untuk menguatkan

pendeskripsian ini, penulis mencoba untuk menganalisa Tinjauan

Hukum Islam terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang

system Peradilan Pidana Anak dengan Menggunakan dalil-dalil dari Al-

Quran maupun Al-Hadits juga dari pendapat-pendapat para Ulama

Figh.



F. Sistematika Pembahasan

Seluruh pembahasan dalam skripsi ini akan penulis paparkan ke
dalam beberapa bab agar pembahasan ini teratur, maka sistematika
penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB | : berupa pendahuluan yang mencangkup latar belakang
masalah untuk memberi penjelasan mengapa penelitian ini perlu
dilakukan, rumusan, masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan
pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB Il :membahas tindak pidana anak dan sanksi hukumannya
menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana
Anak. Bab ini meliputi pengertian anak, pengertian dan Unsur tindak
pidana, pengertian sanksi pidana dan tindakan, Proses Peradilan Pidana
Anak Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak. Bab ini meliputi Proses Peradilan dan
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.

BAB Il :kejahatan dilakukan oleh anak dan sanksi hukumannya
menurut Hukum Islam. Bab ini meliputi tindakan pidana dalam hukum
islam, Pengertian, Unsur-Unsur Jinaya,Klafikasi Jinaya, Hukuman dalam
Pidana Islam, batas umur anak dan pemenjaraannya dalam Hukum Islam.

BAB IV : membahas analisa penjatuhan sanksi terhadap anak
dilihat dari Hukum Islam dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
Sistem Peradilan Pidana Anak. Bab ini meliputi Analisis Penjatuhan

Sanksi Terhadap Anak Dilihat dari Undang-Undang No 11 Tahun 2012



Tentang Sistem peradilan Pidana Anak, Analisi Penjatuhan Sanksi
Terhadap Anak Dilihat Dalam Hukum Islam, Analisis Penulis.
BAB V :penutup terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-

saran.



BAB Il
TINDAK PIDANA ANAK DAN SANKSI HUKUMANNYA MENURUT
UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM

PERADILAN PIDANA ANAK

A. Pengertian Anak

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus
dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai
manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah bagian yang tidak
terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan
sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki
peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak
setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas
pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-
undangan begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman
mengenai pengertian anak tersebut. Secara umum Kkita ketahui yang
dimaksud dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih
belum kawin.

Berikut ini merupakan beberapa perbedaan pengertian anak dalam
peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 45 KUHP
Anak adalah jika seorang yang belum dewasa dituntut karena

perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 (enam belas) tahun,



hakim boleh : memerintahkan, supaya sitersalah itu dikembalikan kepada

orang tuanya ; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu

hukuman ; atau memerintahkan, supaya si tersalah diserahkan kepada
pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu
masuk bagian kejahatan atau salah satupelanggaran yang diterangkan dalam

Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417-32, 519, 526, 531, 532, 536

dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum Ilalu dua tahun

sesudahkeputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu
pelanggaran ini atau sesudah kejahatan ; atau menghukum anak yang
bersalah itu.

Menurut Pasal 330 KUH Perdata

1. Memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu umur 21
(dua puluh satu) tahun, kecuali :

a. Anak yang sudah kawin sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun
b. Pendewasaan (pasal 419 KUH Perdata)

2. Menyebutkan bahwa perbuatan perkawinan yang terjadi pada seseorang
belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, tidak mempunyai pengaruh
status kedewasaannya. Jadi, menurut hukum perdata yang dinamakan
anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh
satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Menurut Pasal 153 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Tentang KUHAP “Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak



yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tidak diperkenankan
menhadiri sidang”
Menurut Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Pengadilan Anak
1. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai
umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)
tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak Nakal adalah :
a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak,
baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut
peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat
yang bersangkutan.

Mengenai batasan usia di atas, telah dirubah oleh Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VI111/2010, dari 8 menjadi 12 tahun dan
sebelum berusia 18 tahun. Jadi menurut undang-undang ini, bahwa orang
yang telah berumur delapan belas tahun keatas pada waktu 18 melakukan
tindak pidana maka tuntutan yang diberlakukan sama dengan tuntutan
terhadap orang dewasa. Dalam hal ini mereka sudah dianggap dewasa.

Menurut Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan “ Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan

belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah



kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut dari
kekuasaanya.”

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
Tentang Kesejahteraan Anak “Anak adalah seseorang yang belum
mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan "Anak adalah setiap orang yang berumur di
bawah 18 (delapan belas) tahun".

Menurut Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan ¢ Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan Anak didik
pemasyarakatan adalah:
a.Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani

pidana di LAPAS anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas)

tahun;

b.Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan
diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS

Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

c. Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya
memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS Anak
paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia “Anak adalah setiap manusia yang berusia di

bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang



masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi
kepentingannya”.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia
18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Anak adalah anak yang telah
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)
tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Beberapa pengertian diatas yang telah diuraikan secara terperinci
dan dapat disimpulkan bahwa anak yang dikatakan belum dewasa dan
yang dapat diajukan kesidang anak adalah anak yang telah berumur 12
(dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang
diduga melakukan tindak pidana. Dalam undang-undang ini tidak
menyebutkan apa anak tersebut sudah atau belum kawin, sehingga apabila
anak terikat dalam suatu perkawinan atau perkawinannya putus karena
perceraiannya, maka anak tersebut dianggap sudah dewasa meskipun
umurnya belum 18 (delapan belas) tahun. Dari berbagai hal menurut ilmu
pengetahuan atau Undang-Undang memberikan pengertian anak yang
berbeda-beda yang menurut masing-masing sesuai apa yang diperlukan
dan batasan-batasan yang ada didalamnya masing-masing disesuaikan

dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.



B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat
penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Tindak pidana
yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku
kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan
sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa,
pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam
kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik,
sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang
mempergunakan istilah peristiwa pidana atau pebuatan pidana atau
tindakan pidana.'®

Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan straafbaarfeit
yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-
undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh
seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut beberapa defenisi tentang staafbaarfeit menurut para pakar :

Simonsmengartikan strafbaarfeit sebagai berikut:

8 Amir llyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rengkang Education
Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012 Him 20.



“strafbaarfeitadalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang
telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang
tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”*
Moeljatnomenyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan
sebagai berikut:

“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan
hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana
tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”.°
Jonkers merumuskan bahwa

“Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai
suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang
berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh
orang yang dapat dipertanggung\jawabkan”.21
S.R. Sianturimerumuskan tindak pidana sebagai berikut :

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu,
dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan
pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan
kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”.??

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian

strafbaarfeit, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan

Y9 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh,
Jakarta, Sinar Grafika, 2012, him 8.
2 Amir Ilyas, Op.Cit., him 25.
“!1bid, him 25
“Ibid, him 25



oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang
rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.
3. Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan atas 2 unsur yaitu
unsur Subjektif dan unsur Objektif :

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam
diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah :

a. Niat
b. Maksud atau tujuan
c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus dan culpa)

d. Kemampuan bertanggungjawab

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya
dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus
dilakukan. Unsur tersebut diantaranya :

a. Perbuatan
b. Akibat

c. keadaan-keadaan
Beberapa pakar memberikan pendapat tentang Unsur-unsur tindak
pidana yaitu :
Menurut Moeljatnounsur-unsur tindak pidana adalah :%
a. Perbuatan
b. Yang dilarang oleh aturan hukum

c. Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan

23 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1. Cet-6, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2011, him 79



Menurut Tresnaunsur-unsur tindak pidana adalah:**

a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia)
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

c. Diadakan tindakan penghukuman
Dari batasan yang dibuat Jonkersdapat dirinci unsur-unsur tindak pidana
adalah®
a. Perbuatan (yang)
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
d. Dipertanggungjawabkan
Sementara itu, Schravendijkdalam batasan yang dibuatnya secara panjang
lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :2®
a. Kelakuan (orang yang)
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
c. Diancam dengan hukuman
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
e. Dipersalahkan/kesalahan
Selain menurut para pakar, di dalam Buku Il KUHP memuat
rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam

kelompok kejahatan, dalam buku Il memuat pelanggaran. Ternyata ada

2 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1. Cet-6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011,,
him... 80

2> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1. Cet-6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011,,
him... 81

26 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1. Cet-6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011,,
him... 82



unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai
tingkahlaku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351
KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-
kadang dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab.
Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur baik sekitar atau
mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan
tertentu.

Menurut Adami Chazawi dari rumusan-rumusan tindak pidana
tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana,
yaitu :2’

a. Unsur tingkah laku

b. Unsur melawan hukum

c. Unsur kesalahan

d. Unsur akibat konstitutif

e. Unsur keadaan yang menyertai

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

i. Unsur objek hukum tindak pidana

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

K. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan
melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya
berupa unsur objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil
pada pencurian (Pasal 362 KUHP) terletak dalam mengambil itu dari luar

persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada

Pasal 251 KUHP pada kalimat “tanpa izin memerintah” juga pada pasal

27 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2002, him 82



253 pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum
objektif”. Tetapi ada juga melawan hukum subjektif misalnya melawan
hukum dalam penipuan (Pasal 378 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP),
pengancaman (Pasal 369) dimana disebutkan untuk mengantungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan
hukum pada perbuatan
. Pengertian Sanksi Pidana dan Tindakan

Sanksi adalah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan yang
dilakukan. Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan
hukuman namun pengertiannya berbeda dengan pidana. Pidana (starf)
merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum
pidana. Pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana baik dalam
KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Di Indonesia merupakan
negara yang mengunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa
pidana (straf) dan tindakan (maatregels).

Secara teoritik, pidana lebih mengandung penderitaan, meskipun
unsur pendidikan dan pembinaan serta pengawasannya menjadi tujuan
utama. Sedangkan tindakan lebih mengarah pada kegiatan perlindungan,
pendidikan dan pembinaan terhadap anak.

Pidana didefenisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja
diberiakan atau dijatuhkan negara kepada seseorang atau beberapa orang
sebgai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah

melanggar larangan hukum pidana.



Pidana merupakan rasa tidak nyaman (misalnya berupa
pembatasan-pembatasan, pemenuhan kewajiban tertentu) yang dijatuhkan
oleh negara melalui peradilan pidana karena seseorang atau badan hukum
yang dijatuhi pidana tersebut melanggar hukum secara sah dan
menyakinkan bersalah.

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu
dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar
pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan
tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

1. Sanksi Pidana

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum
dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan
menyimak pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 diatur pidana pokok dan tambahan
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

a. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok terhadap anak yaitu :2®

1. Pidana peringatan
Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan
pembatasan kebebasan anak.

2. Pidana dengan syarat

28 pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak



Mengenai pidana dengan syarat dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 terbagi atas 3 yaitu :
1).Pembinaan di luar lembaga

Dalam pembinaan di luar lembaga, yang pada pokoknya sebagai berikut

a) Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga,
maka lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam
putusannya.”
b) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:®
-mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan
oleh pejabat pembina

-mengikuti terapi di rumah sakit jiwa

-mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

c) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, pejabat
pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk
memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui
maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.®!

2) Pelayanan masyarakat
Dalam pelayanan terhadap masyarakat, yang pokoknya sebagai

berikut:

% pasal 74 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
% pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
% pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



a) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan
untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada
kegiatan kemasyarakatan yang positif.**

b) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam
menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah,
pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk
memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian
pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.*

c) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7
(tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.*

3) Pengawasan.
Dalam hal pidana pengawasan, yang pokoknya sebagai berikut :

a) Pidana pengawasan yang dapat dijatunkan kepada Anak paling
singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.*

b) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak ditempatkan di
bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh
Pembimbing Kemasyarakatan.*

Dan secara umum pidana dengan syarat, yang pada pokoknya
sebagai berikut :*
a) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal

pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

%2 pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
% pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
% pasal 76 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
% pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
% pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
37 pasal 73 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



b) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat,
ditentukan pula syarat umum dan syarat khusus.

c) Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana
lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.

d) Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal
tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap
memperhatikan kebebasan Anak.

e) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa
pidana dengan syarat umum.

f) Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga)
tahun.

g) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum
melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan
melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan
yang telah ditetapkan.

h) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat, Anak harus
mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

3. Pelatihan kerja

Pelatihan kerja dijatuhkan kepada anak, dengan ketentuan sebagai

berikut :

a) Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang

melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.*

% pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



b) Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan
paling lama 1 (satu) tahun.*
4. Pembinaan dalam lembaga

Penjatuhan pembinaan dalam lembaga dijatuhkan terhadap anak

dengan ketentuan sebagai berikut :

a)Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan
kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh
pemerintah maupun swasta.*

b) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan
dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.*!

c) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga)
bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.*?

d) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya
pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan
berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.*?

5. Penjara

Dalam menjatuhkan pidana penjara ada beberapa ketentuan yang

perlu diperhatikan yakni sebagai berikut :

a) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak
melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai

dengan kekerasan.**

% pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
%0 pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
! pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
%2 pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
*3 pasal 80 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tahun Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak



b) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak
paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara
yang diancamkan terhadap orang dewasa.*’

¢) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.*®

d) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga
terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
Undang ini.*’

e) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan
perbuatan Anakakan membahayakan masyarakat.*®

f) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama
1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi
orang dewasa.*

g) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18
(delapan belas) tahun.*®

h) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya
pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan
pembebasan bersyarat.>*

i) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya

terakhir.>

# pasal 79 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
“ pasal 79 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
%6 pasal 79 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
7 pasal 79 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
“8 pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
* pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
% pasal 81 ayat (3) Undang-Undang No. 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5! pasal 81 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
%2 pasal 81 ayat (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



j) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak
pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun.>®

b. Pidana Tambahan

Seperti yang telah disebut bahwa selain pidana pokok yang dapat
dijatuhkan kepada anak dapat juga dijatuhkan pidana berupa :>*
1. Perampasan keuntungan yang diperpoleh dari tindak pidana
2. Pemenuhan kewajiban adat
2. Sanksi Tindakan

Disamping sanksi pidana, dikenal pula sanksi tindakan. Tindakan
merupakan penjatuhan sanksi tindakan terhadap seseorang yang terbukti
secara Ssah dan menyakinkan bersalah dengan tujuan memberikan
pendidikan dan pembinaan serta tindakan tertentu lainnya. Menurut
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak pasal 69 ayat 2 bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas)
tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tersebut
ditentukan mengenai sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang terbukti secarah sah
bersalah yaitu :

1. Tindakan yang dikenakkan kepada anak meliputi :*°

%3 pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
% pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



a. pengembalian kepada orang tua/Wali
b. penyerahan kepada seseorang;
c. perawatan di rumah sakit jiwa
d. perawatan di LPKS;
e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang
diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
f. pencabutan surat izin mengemudi
g. perbaikan akibat tindak pidana
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan
huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.>®
Dalam hal penyerahan kepada seseorang yang dimaksud adalah
penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik,
dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh Anak dan ini
dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.
A. Proses Peradilan Pidana Anak
Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan
ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan
paedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun
dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak

dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan

% pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak

% pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
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digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik,
Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Dalam  ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing
Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang
merupakan  persyaratan wajib  sebelum  Penyidik, Pembimbing
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan
Sesuai dengan pasal 21 ayat 1, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan,
dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan terhadap anak yang
diduga atau melakukan tindak pidana yaitu:*’

a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali

b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan
pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang
menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun
daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Keputusan yang diambil oleh  Penyidik, Pembimbing
Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional tersebut diserahkan ke
pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 hari.*®

Setiap anak yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan
bantuan hukum dari Advokat atau pemberi bantuan hukum pada setiap

tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

% pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
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Dan dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib didampingi oleh
orang tua dan atau orang yang dipercayakan.

Pasal 16 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
menyebutkan bahwa “Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana
berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain
dalam Undang-Undang ini”. Ini berarti bahwa prosedur dalam
pemeriksaan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada
prinsipnya sama dengan prosedur pemeriksaan dalam KUHAP kecuali
Undang-Undang ini menentukan hal lain. Perlakuan khusus yang diatur
dalam undang-undang ini semata-mata dilakukan untuk kepentingan
terbaik anak dan segala pengambilan keputusan harus selalu
mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta
selalu mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana anak, para penegak
hukum telah ditentukan secara khusus baik penyidik, penuntut umum,
hakim bahkan sampai hakim kasasi.

Proses peradilan pidana anak memiliki 4 tahapan yaitu Tahapan
Penyidikan, Tahap Penangkapan dan Penahanan, Tahapan Penuntutan dan
Tahapan Pemeriksaan di sidang pengadilan.

1. Tahapan Penyidikan

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan

pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari

serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat atau menjadi terang



tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau
pelaku tindak pidananya.®

Penyidik dalam perkara pidana anak adalah Penyidik anak yang
telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan ini yang
secara khusus melakukan penyidikan terhadap anak yang berkonflik
dengan hukum. Penyidik perkara anak wajib meminta pertimbangan atau
saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan
atau diadukan bahkan jika dianggap perlu Penyidik dapat meminta
pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh
agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan
tenaga ahli lainnya.®

Pada tingkat ini penyidik wajib mengupayakan Diversi yaitu
pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke
proses di luar peradilan pidana yang dilakukan dalam waktu 7 hari setelah
penyidikan dimulai, sedangkan Diversi sendiri dilakukan paling lama 30
hari setelah Diversi dimulai. Jika Diversi berhasil dilakukan atau mencapai
suatu kesepakatan maka sesuai dengan pasal 29 ayat 3, penyidik
menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada
ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi, apabila Diversi

gagal maka sesuai dengan pasal 29 ayat 4 Penyidik wajib melanjutkan

% Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan
Penuntutan, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, him 109
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penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan
melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.®
2. Tahapan Penangkapan dan Penahanan
Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian luasnya.
Bersumber dari wewenang yang diberikan sebuah undang-undang,
penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asal hal
itu masih berpihak pada landasan hukum yang sah berupa penangkapan
dan penahanan. Hal tersebut juga ada dalam hukum acara peradilan pidana
anak.®
Pasal 30 UU Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi :
1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan
paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus
Anak.
3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang
bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan
memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada
anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang sosial.
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Disamping itu, Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik
berkoordinasi dengan Penuntut Umum. Koordinasi tersebut dilakukan
dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak
dimulai penyidikan.

Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak
memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak
tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang
bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap
Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:®®
a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih
b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7

(tujuh) tahun atau lebinh.

Ketentuan ini menjadi hal baru sebagai bentuk pemberian batas
usia anak yang dapat ditahan, mengingat usia dibawah 14 (empat belas)
tahun yang masih rentan untuk bisa ditahan. Jaminan hak anak juga masih
harus diberikan selama anak ditahan, berupa kebutuhan jasmani, rohani
dan sosial anak harustetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan anak,
dapat dilakukan penempatan di LPKS.

Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7
(tujuh) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penyidik dapat
diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Apabila

waktu itu telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan
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terhadap Anak dilaksanakan di LPAS. Dalam hal tidak terdapat LPAS,
penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.®*

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan,
Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.
Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat
diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.
Dalam hal jangka telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.®

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di
sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10
(sepuluh) hari. Jangka waktu atas permintaan Hakim dapat diperpanjang
oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal
jangka waktu telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak
wajib dikeluarkan demi hukum.®®

Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib
memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak
memperoleh bantuan hukum. Dalam hal pejabat tidak melaksanakan
ketentuan itu, penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi
hukum.®’

3. Tahapan Penuntutan
Tahapan proses peradilan pidana anak selanjutnya merupakan

proses penuntutan. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU)
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untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang
berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam persidangan.
Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan
Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan
anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak
dalam persidangan anak. Pada proses tahapan ini jaksa penuntut umum
yang diberi tugas melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan
tindak pidana adalah merupakan Penuntut Umum Anak. Ini sesuai dengan
ketentuan pada pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

Dalam hal jika dalam proses perkara pidana anak belum terdapat
penuntut umum yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam
Undang-Undang ini, maka sesuai dengan pasal 41 ayat 3 tugas penuntutan
dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi
tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pada tahapan ini pula penuntut umum tetap diwajibkan untuk
mengupayakan Diversi. Jika Diversi berhasil dilakukan maka penuntut
umum Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta
kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat
penetapan. Tetapi, apabila Diversi gagal, Penuntut Umum wajib
menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke

pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.



Ketentuan ini tertuang dalam pasal 42 ayat 3 dan 4 Undang-Undang
Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Tahapan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Dalam proses peradilan hakim memiliki peranan dalam
memutuskan perkara pidana anak. Hakim yang bertugas dalam menangani
dan memutuskan perkara anak adalah Hakim Anak. Dalam tahapan ini
pula hakim tetap diwajibkan mengupayakan Diversi yang tertuang dalam
pasal 52 ayat 2.

Pada pasal 53 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak,
anak disidangkan dalam ruang khusus sidang anak, ruang tunggu sidang
anak berbeda dengan ruang tunggu sidang orang dewasa dan waktu
pelaksanaan sidang anak lebih didahulukan dari pada sidang orang dewasa.
Di samping itu,hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang
dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dalam
sidang anak, hakim wajib memerintahkan orangtua/wali atau pendamping,
advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing
kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Meskipun pada prinsipnya
tindak pidana merupakan tanggung jawab Anak sendiri, tetapi karena
dalam hal ini terdakwanya adalah Anak, Anak tidak dapat dipisahkan
dengan kehadiran orang tua/Wali. Dan jika hakim tidak melibatkan orang
tua atau wali pendamping, advokat atau pemberi hukum, maka sidang anak

dinyatakan batal demi hukum, ini tertuang dalam pasal 55 ayat 3.



Persidangan perkara anak bersifat terturtup agar tercipta suasana
tenang dan penuh dengan kekeluargaan, sehingga anak dapat
mengutamakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur
selama sedang berjalan.

Pada saat memeriksa anak korban dan atau anak saksi, hakim dapat
memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang. Pada saat
pemeriksaan anak korban dan atau anak saksi, orang tua/wali, advokat,
atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan
tetap hadir. Maka dalam hal anak korban dan atau anak saksi tidak dapat
hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim
dapat memerintahkan anak korban dan atau anak saksi untuk didengar
keterangannya.

Pada dasarnya, sidang anak dilanjutkan setelah anak diberitahukan
mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak korban dan atau anak
saksi pada saat anak berada diluar sidang pengadilan. Maka sebelum
menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua
atau wali dan atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat
bagi anak. Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh hakim
untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
Sehingga, hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat
dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara,

serat dalam hallaporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud



diatas tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, maka putusan batal demi
hukum.

Pada proses pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang
yang terbuaka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Identitas anak,
anak korban, dan atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan hanya mengunakan inisial
tanpa gambar. Untuk itu, pengadilan wajib memberiakan petikan putusan
pada hari putusan dibacakan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan
lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum serta pengadilan
wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 hari sejak putusan
diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya,
pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum.

E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus dilakukan apabila
kesalahan terdakwa terbukti didepan sidang pengadilan dan tentu
kesalahan terdakwa sesuai yang termaktub dalam dakwaan penuntut
umum.

Dalam menyatakan seorang terdakwa bersalah membutuhkan alat
bukti minimum yang sah dan dapat menyakinkan hakim akan kesalahan
yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah itu maka terdakwa dapat dijatuhkan
pidana. Hal ini sesuai dengan rumusan pasal 183 KUHAP vyang
menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada
seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang

sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar



terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sesuai hal
itu, dalam undang-undang mengkendaki adanya dua alat bukti yaitu dua
alat bukti minimum yang menyakinkan hakim menyatakan bersalah
terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah
adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan
terdakwa.

Di dalam pelaksanaannya, hakim maupun jaksa mengemukakan
faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam tuntutan dan penjatuhan
pidana yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor yang
meringankan antara lain adalah terdakwa masih muda, mengakui
perbutannya dan berperilaku sopan. Faktor-faktor yang memberatkan
adalah terdakwa tidak mengakui perbuatannya, menganggu atau
meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya.

1. Hal Yang Meringankan

Hal yang meringankan hukuman menurut KUH Pidana adalah
sebagai berikut :

a. Dalam hal umur yang masih muda (incapacity or infacy), berdasarkan
pasal 47 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika Hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka maksimum
hukuman pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi sepertiga.”

b. Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 53 ayat

(2) KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut.



“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu
dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.”

c. Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 57 ayat
(1) yang berbunyi sebagai berikut.

“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu,
dikurangi sepertiga bagi pembantu.”

2. Hal Yang Memberatkan

Hal yang meringankan hukuman menurut KUH Pidana adalah
sebagai berikut :
a. Dalam hal Concursus, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUH

Pidana :

1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan
beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang
sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana

2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-
pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak
boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah
sepertiganya.

Dan Pasal 66 KUH Pidana yang berbunyi

1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga
merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok

yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan,



tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang
terberat ditambah sepertiga.
2) Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum
pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.”
b. Dalam hal Recidive, Berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 KUH

Pidana.



BAB Il
KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DAN SANKSI
HUKUMANNYA MENURUT ISLAM
A. Tindak Pidana Dalam Hukum Islam
1. Pengertian Jinayah

Jinaya berasal dari kata Jana-yajni yang berarti melakukan
kejahatan sedangkan Jinayah 4saadalah mashdarnya yang memiliki makna
kejahatan. Pada dasarnya, pengertian dari istilah jinayah mengacu kepada
hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada
perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqaha’ perkataan jinayah berarti
perbuatan-perbuatan terlarang menurut Syara’. Meskipun demikian pada
umumnya fugaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-
perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan,
pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu terdapat fugaha yang membatasi
istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman hudud
dan gishas tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan
hukuman 7 zir.®® Istilah lain yang sepadan dengan jinayah adalah jarimah

yang menurut al-Mawardi yaitu:

apaiiie) priad) Jla degdl) die Ll gy ad ol asdlaie Al ja 38
an geliiind Jla Wi g lad o dieled 5 du all du L)
Artinya : “Larangan-larangan syara’ yang diancam Allah dengan
hukuman had atau ta’zir, dan kebebasan dari tuduhan jarimah itu dituntut

% Ahmad Warson Munawwir, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997. H. 216



sesuai dengan tuntutan Agama, penetapan dan kebenaran jarimah itu

harus dikembalikan kepada hukum Syara ”.%

Sedangkan menurut Prof. DR. Zainuddin, MA ialah adalah segala
ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang
dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani
kewajiban). sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang
terperinci dari AlQuran dan Alhadist.” Dari berbagai batasan mengenai
istilah jinayah di atas, maka pengertian jinayah dapat dibagi menjadi dua
jenis pengertian, yaitu: pengertian luas dan pengertian sempit. Klasifikasi
pengertian ini terlihat dari sanksi yang dapat dikenakan terhadap jinayah:
a. Dalam pengertian yang luas, jinayah merupakan perbuatan-

perbuatanyang dilarang oleh Syara’ dan dapat menimbulkan hukuman
had, atau ta’zir.

b. Dalam pengertian sempit, jinayah merupakan perbuatan-
perbuatanyang dilarang oleh Syara’ dan dapat menimbulkan hukuman
had,bukan ta’zir."*

. Unsur-Unsur Jinayah

Dari pengertian di atas mengisyaratkan bahwa larangan-larangan
atas perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori jinayah berasal dari
ketentuan-ketentuan (nash-nash) Syara’. Artinya, perbuatan-perbuatan
manusia dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan-perbuatan

tersebut diancam hukuman.

*Al- Mawardi, Ahkam As- Sulthoniyah, h. 219
"0 prof. DR. Zainuddin, MA, Hukum Pidana Islam, h. 6
™t A. Djazuli, Figh Jinayah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, h. 2



Karena larangan-larangan tersebut berasal dari Syara’, maka
larangan larangan tadi hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang
berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat menerima
panggilan dan mampu mamahami pembebanan (taklif) dari Syara’.
Perbuatan-perbuatan yang merugikan dilakukan oleh orang gila atau anak
kecil tidak dapat dikategorikan sebagai jinayah, karena mereka tidak dapat
memahami khitab atau taklif.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik unsur atau rukun umum dari
jinayah. Unsur atau rukun jinayah tersebut adalah:

a. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai
ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal
dengan istilah “unsur formal” (al-Rukn al-Syar’i).

b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa
melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang
diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material” (al- Rukn
al-Madi).

c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat
memahami taklif , artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf, sehingga
mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini

dikenal dengan istilah “unsur moral” (al-Rukn al-Adabi)."

2A. Djazuli, Figh Jinayah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, h...3



Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika
memiliki ketiga unsur tersebut di atas. Tanpa ketiga unsur tersebut, sesuatu
perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah.

. klasifikasi Jinayah

Tindak pidana dalam figh jinayah dapat diklasifikasikan menjadi
beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada
umumnya para ulama’ membagi tindak pidana dalam figh jinayah
berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau
tidaknya oleh al-Quran dan al-Hadits. Atas dasar ini, para ulama
membaginya menjadi tiga macam:

3. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah tindak pidana yang diancam hukuman had,
yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah (beratringan)
sanksinya yang menjadi hak Allah SWT. Ada tujuh macam perbuatan
jarimah huddd yaitu, zina, menuduh orang lain berbuat zina (gazaf),
meminum minuman Kkeras, mencuri, menggangu keamanan (hirabah),

murtad, dan pemberontakan (al-bagyu). Misalnya firman Allah SWT:
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Artinya: “dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang
baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang
saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera,

dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan
mereka Itulah orang-orang yang fasik . "

’® Al-Quran Surat An-Nuur ayat 4



Yang dimaksud wanita-wanita yang baik disini adalah wanita-
wanita yang Suci, akil balig dan muslimah.
4. Jarimah Qishas atau Diyat

Jarimah gisas-diah adalah tindak pidana yang diancam hukuman
gishas atau diyat. Yang termasuk jarimah gishas-diyat ialah pembunuhan
sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja,’
penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja Sebagaimana

firman Allah SWT:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
gishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.
Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya,
hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi
ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang
melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.
(179) dan dalam gishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu,
Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Qishaash ialah
mengambil pembalasan yang sama. gishaash itu tidak dilakukan, bila
yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu
dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta
dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan
yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak
menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan

"Ibid ., h.6



menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau

membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di

dunia diambil gishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih ”.”

5. Jarimah ta’zir ialah tindak pidana yang diancam dengan satu atau
beberapa macam hukuman.’®Jarimah ta’zir terbagi menjadi empat
bagian:

e. Jarimah fa zir hudud atau gishas yang syubhat atau tidak memenuhi
syarat, namun sudah merupakan perbuatan maksiat. Misalnya,
percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan
keluarga, dan pencurian aliran listrik.

f. Jarimah-jarimah yang telah ditentukan oleh al-Quran dan al- Hadits,
namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi
palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.

g. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk
kemashlahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan
pertimbangan penentuan kemashlahatan umum. Persyaratan
kemashlahatan ini secara rinci diuraikan dalam bidang studi Ushul
Figh. Misalnya, pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

h. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami,

namun hak adami lebih dominan. Misalnya, pembunuhan.’’

® Al-Quran Surat Al-Bagarah Ayat 178-179
76Op. cit,. h.5
bid ., h. 5-6



4. Hukuman dalam Hukum Pidana Islam
1. Pengertian dan Dasar Hukum

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan
menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang
merusak, karena Islam itu sebagai rahmatan lil ‘alamin, untuk member
petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu dalam
menjaga masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidak ada
kemadharatan bagi-Nya apabila manusia di muka bumi ini melakukan
kejahatan dan tidak akan member manfaat kepada Allah SWT apabila
manusia di muka bimi taat kepada-Nya.

Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari al-Quran, Hadits, atau
lembaga legislative yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman
untuk kasus ta’zir. Selain itu hukuman harus bersifat pribadi. Artinya hanya
dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan
prinsip bahwa: “seseorang tidakakan menanggung dosanya orang lain”.

Terakhir hukuman itu harus bersifat umum: maksudnya berlaku
bagi semua orang, karena semua manusia sama di hadapan hukum.

2. Tujuan dan Macam-Macam Hukum
a. Tujuan Hukuman
Hukuman diterapkan demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan
masyarakat, dengan demikian, hukuman yang baik adalah:
1) Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Atau

menurut ibn Hammam dalam Fathul Qadir bhwa hukuman itu



untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan
menjerakan setelah terjadinya (represif).

2) Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung
kepada  kebutuhan  kemaslahatan =~ masyarakat, = apabila
kemaslahatan menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman
diperberat. Demikian pula sebaliknya, bila kebutuhan
kemaslahatan masyarakat mengehndaki ringannya hukuman maka
hukumannya di ringankan.

3) Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan
itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya
untuk kemaslahatannya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu
Taimiyah bahwa hukuman itu disyari’atkan sebagai rahmat Allah
bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk
berbuat ihsan kepada hamba-Nya. Olehkarena itu , sepantasnyalah
bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas
kesalahannya harusbermaksud memberikan ihsan dan member
rahmat kepadanya, seperti seorang bapak yang member pelajaran
kepada anaknya, dan seperti seorang dokter yang mengobati
pasiennya.

4) Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya

tidak jatuh ke dalam suatu perbuatan maksiat. Dan dengan adanya



sanksi duniawi diharapkan mampu menjaga seseorang dari
terjatuh ke dalam tindak pidana.”®
b. Macam-Macam Hukuman
Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengantindak
pidananya. Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat
nashnya dalam al-Quran dan al-Hadits. Maka hukuman dapat dibagi
menjadi dua macam:
1. Hukuman yang ada nashnya, yaitu hudud, gishash, diyat, dankafarah.
Misalnya:
a. Kejahatan terhadap jiwa raga manusia berupa pembunuhan dan

mencederai anggota badan. Hal ini disebutkan dalam al-Quran:"®
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
gishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.
Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya,
hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi
ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang
melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih
(179). dan dalam gishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu,
Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa .

78Djazu|i, Figh Jinayah,,,. h. 26-27
® Al-Quran Surat Al-Bagarah ayat 178-179



2. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan ta zir,
seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan
amanah, saksi palsu, dan melanggar aturan lalu lintas.?

Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman
lain, hukuman dapat dibagi menjadi empat:

1. Hukuman pokok (al- ‘uqubat al-ashliyah), yaitu hukuman yang asal
bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan
hukuman jilid seratus kali bagi pezina yang belum menikah.

2. Hukuman pengganti (al- ‘uqubat al-badaliyah), yaitu hukuman yang
menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak
dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman
diyat/denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan gishasnya oleh
keluarga korban atau hukuman ta’zir apabila karena suatu alasan
hukum pokok yang berupa had tidak dapat dilaksanakan.

3. Hukuman tambahan (al- ‘uqubat al-taba’iyah), yaitu hukuman yang
dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok,
seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat warisan dari
harta terbunuh.

4. Hukuman pelengkap (al-u’qubat al-takmiliyah), yaitu hukuman
yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah
dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah

dipotong di lehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan

80Djazuli, Figh Jinayah,,,. h. 28



hakim tersendiri. Sedangkan hukuman pengganti tidak memerlukan

keputusan hakim tersendiri.®

Ditinjau dari segi kekuasan hakim yang menjatuhkan hukuman,
maka hukuman dapat dibagi menjadi dua :

1. Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, di mana hakim tidak dapat
menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman had.

2. Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan terendah,
di mana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan
kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam
dengan ta’zir.%

Ditinjau dari sasaran hukum, hukuman dapat dibagi menjadi empat:

1. Hukuman badan, yitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia,
seperti hukuman jilid atau cambuk.

2. Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, yaitu hukuman mati.

3. Hukuman vyang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti
hukuman penjara atau pengasingan.

4. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta pelaku,
seperti diyat, denda, dan perampasan.®®

. Gabungan Hukuman

para ulama berbeda pendapat mengenai gabungan dan penyerapan
hukum, Imam Maliki, misalnya, mengenal teori altakakhul, yaitu apabila

seseorang melakukan jarimah gadzaf dan minum khamar. Sesudah itu,

#1Djazuli, Figh Jinayah,,,. h. 28-29
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tertangkap. Menurut teori ini hukumannya Cuma satu, yaitu delapan puluh
kali jilid atau cambuk. Alasannya, karena jenis dan tujuannya sama.
Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad hukuman mati itu
menyerap semua jenis hukuman. Demikian pula jika kejahatan itu
merupakan berkenaan dengan hak Allah murni. Sedangkan jika kejahatan
itu merupakan gabungan antara hak Allah dan hak adami, maka hukuman
yang dijatuhkan adalah hukuman adami dulu, baru hukuman yang
berkaitan dengan hak Allah. Menurut Imam Syafi’l, setiap jarimah tidak
dapat digabungkan, melainkan harus dijatuhi hukuman satu persatu.®*
4. Pelaksanaan Hukuman

Yang melaksanakan hukuman adalah petugas yang ditunjuk oleh
imam untuk melaksanakan hal itu. Sebagian ulama berpendapat bahwa
untuk hukuman gishas dapat dilakukan sendiri (keluarga korban) dengan
pengawasan imam. Akan tetapi, menurut sebagian ulama’ yang lain
pelaksanaan gishas juga diserahkan kepada petugas yang berpengalaman,
sehingga tidak melampaui batas yang telah ditentukan.®

Dari beberapa penjelasan tentang hukuman di atas dapat disimpulkan

bahwa tujuan hukuman dalam Islam ada dua, yaitu pencegahan (,)AJ) dan

pengajaran atau pendidikan (<i¢? ).Pencegahan ialah menahan pelakuagar
tidak mengulangi perbuatan jarimah-nya atau agar ia tidak terus menerus
melakukannya. Disamping itu juga sebagai pencegahan terhadap orang

lain agar ia tidak melakukan perbuatan jarimah, sebab ia mengetahui

84Djazu|i, Figh Jinayah,,,. h. 30
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hukuman yang diterima bila ia melakukan perbuatan jarimah serupa. Dan

dalam hukum pidana Islam ada tiga bentuk hukuman:

1. Hudud adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan bentuknya oleh
Syari’ dengan nash-nash yang jelas. Hukuman had menurut Hanafiyah
ada tujuh macam yaitu, had zina, had gadzf, had pencurian, had minum
hamr, dan had mabuk. Sedangkan menurut jumhur ulama selain
Hanafiyah ada tujuh macam yaitu had zina, had gadzf, had pencurian,
had hirabah, had mabuk-mabukan, had gisas, had riddah.Al-Hudud,
sanksi hukum yang tertentu dan mutlak yang menjadi hakAllah, yang
tidak dapat diubah oleh siapa pun. Sanksi itu wajib dilaksanakan,
manakala syarat-syarat dari tindak pidana itu terpenuhi.Sanksi ini
dikenakan kepada kejahatan-kejahatan berat seperti zina,sarigah,
riddah, gadzaf dan lain-lain.

2. Qishash adalah sanksi hukuman pembalasan seimbang, seperti
membunuh terhadap si pembunuh. Al-Diyat adalah sanksi hukuman
dalam bentuk ganti rugi, seperti jika ahli waris si terbunuh memberi
maaf maka hukuman alternatif adalah diyat. Sanksi hukum Qishashdan
Diyat adalah merupakan sanksi hukum perpaduan antara hakAllah dan
hak manusia.

3. Takzir, adalah sanksi hukum yang diserahkan kepada keputusan hakim
atau pihak berwenang yang berkompeten melaksanakan hukuman itu,
seperti memenjarakan, mengasingkan dan lain-lain. Inilah keluwesan

takzir sebagai bentuk hukum Islam yang shalihun likulli



zamaninwamakanin. Siddiqi membagi ta’zir, dilihat dari manfaat nya,

menjadi tiga hal:

a. Takzir atas maksiyat, yakni maksiyat yang tersebut dalam nash,
seperti riba, risywah, makan harta anaka yatim.

b. Takzir untuk kemaslahatan, seperti menakzir bapaknya seorang anak
yang melakukan tindak pidana, dengan harapan ada perhatian dari
orang tua.

c. Takzir atas perbuatan yang diperselisihkan, seperti melakukan
perbuatan makruh atau meninggalkan perbuatan yang sunnah.
Adapun bentuk-bentuk pidana takzir yang dikenal dalam teks figh
jinayat di antaranya; menyalib, jilid, pernjara, perampasan harta
benda, dan lain lain. Di antara takzir yang hingga sekarang ini
banyak diberlakukan di beberapa Negara adalah pidana penjara atau
pengasingan. Istilah penjara yang menggunakan kata al-habsu atau
al-sijnu dalam bahasa Arab, bahkan dijadikan sebagai pidana pokok
dalam kitab undang-undang Hukum Pidana.®®

Dari beberapa penjelasan di atas, kalau kita melihat tujuan dari
hukuman dalam Islam adalah untuk pencegahan, mencegah masyarakat
dari kejahatan orang yang berbuat jahat. Maka dari itu hukuman penjara
dirasa cukup mampu untuk mencegah kejahatan terjadi. Dan yang perlu
menjadi catatan adalah bahwa meski penjara senantiasa eksis dalam setiap

generasi figh, tetapi figh tidak merumuskan institusi penjara. Artinya

¥ Abdurrohim, Shiddieqi, Al-Jarimah wa al-Uqubah fi Syariat al-Islamiyah,
Mesir:Maktamab Nahdhoh, 1987, h. 204-206



eksistensi penjara merupakan upaya penyesuaian figh dengan konteks di
mana figh berkembang.

Menurut Imam Yahya dalam perspektif ushul figh, hukum
terbagimenjadi  hukum ashliyyah dan hukum muayyidat . Hukum
ashliyyahadalah inti atau substansi dari hukum-hukum yang dijelaskan
Allah dalam nash-nash sucinya. Potong tangan bagi pencuri misalnya,
yang paling substansi adalah larangan mencurinya karena akan merugikan
orang lain. Memotong tangan atau memenjarakan seorang pelaku adalah
hukum muayyidatnya yakni sangsi-sangsi hukum yang digunakan dalam
rangka menguatkan inti dari larangan mencuri. Hukuman penjara mestinya
hanyalah sebagai hukum muayyidat yang menjadi penguat dalam rangka
menegakkan  hukum-hukum  Allah  SWT. Sedangkan penjara,
pengasinganatau sangsi hukum lainnya hanyalah pelengkap. Untuk itu
hukum pidanalslam memandang efektifitas hukuman seperti penjara atau
lainnya disesuaikan dengan kondisi kekinian. Meskipun penjara bukan
satusatunya media untuk menyadarkan dan menjerakan seseorang untuk
berhenti untuk melakukan pelanggaran hukum.®’

B. Batas Umur Anak dan Pemenjaraannya Dalam Hukum Islam
1. Batas Umur Anak dalam Hukum Islam

Sebelum membahas tentang batasan umur anak menurut hukum

Islam, maka pembahasan ini dalam hukum Islam berkaitan dengan

pembahasan taklif dan mukallaf. Taklif ialah tuntutan pelaksanaan beban

87http://imamyahya.blogspot.com/2010/04/penjara-dalam-perspektif-fiqh-
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tugas yang sudah ditentukan. Sedangkan mukallaf adalah orang yang
memikul tanggung jawab terhadap beban tugas pelaksanaan hukum taklifi.
Mukallaf disebut juga dengan istilah mahkum 'alaih.®

Mukallaf secara bahasa adalah berbentuk ism al-maf’ul dari fi’il al-
madli “kallafa” (<2)yang bermakna membebankan.®® Maka, kata mukallaf
berarti orang yang dibebani.

Secara istilah mukallaf adalah :

anSa S f Ll il alads (33 30 s V)

Artinya : “Seorang manusia yang mana perlakuannya itu
bergantungan dengan ketentuan al-Sydri’ atau hukumnya”.

Dari sini, dapat dipahami bahwa mukallaf adalah orang yang telah
dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan
perintah Allah SWT maupun larangan-Nya. Semua tindakan hukum yang
dilakukan mukallaf akan diminta pertanggung-jawabannya, baik di dunia
maupun di akhirat. Pahala akan didapatkan kalau ia melakukan perintah
Allah SWT, dan dosa akan dipikulnya kalau ia meninggalkan perintah
Allah SWT, begitu seterusnya sesuai dengan krateria hokum taklifi yang
sudah diterangkan.

Dasar adanya taklif kepada mukallaf ialah karena adanya akal dan
kemampuan memahami padanya. Saifuddin al-Amidi menegaskan bahwa
para ulama’ sepakat tentang syarat mukallaf yaitu haruslah berakal dan

mampu memahami. Karena sumber taklif adalah firman Allah SWT dan

#|smail Muhammad Syah, dkk, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992 h.162
8 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir,..., hal. 1225



sabda Nabi SAW (al-Quran dan al-Hadits). Suatu firman yang dihadapkan
kepada orang yang tidak berakal dan tidak dapat memahaminya akan sia-
sia belaka. Barang siapa yang hanya mempunyai kemampuan memahami
masih tingkat dasar, seperti hanya baru dapat memahami bacaannya yang
sederhana saja bahkan tidak dapat memahami karena sudah hilang akal
sehatnya, belum dapat memahami kandungannya yang mengandung
perintah dan larangan-Nya, yang berpahala atau berdosa, maka orang-
orang yang seperti anak-anak danorang gila tidak adanya baginya taklif.

Sebagai dalilnya ialah pernyataan Rasulullah SAW:
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Artinya “Pena -pencatat amal- itu diangkat dari tiga : dari orang
yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia dewasa

(vahtalima), dan dari orang gila sampai ia sadar.” (HR Baihaqi).

Ringkasnya al-Amidi adalah sebagai berikut:

1. Yang menjadi dasar taklif itu ialah akal karena taklif itu bersumber
pada firman yang harus dipahami oleh akal.

2. Akal tumbuh dan berkembang secara berangsur-angsur semenjak usia
muda, dan dipandang sebelum sampai ke batas taklif melainkan jika
akal sudah mencapai kesempurnaan dalam pertumbuhannya.

3. Pertumbuhan akal secara berangsur-angsur ini terjadi dari masa ke masa

secara tersembunyi sehingga baru jelas permulaan kesempurnaannya

(kematangannya) jika sudah mencapai baligh. Di kala seseorang sudah



baligh termasuklah ia ke dalam kategori mukallaf. Dan setiap mukallaf
harus bertanggung jawab terhadap hukum taklifi.*°

Peranan akal merupakan faktor utama dan syairat Islam untuk
menentukan seseorang sebagai mukallaf. Karena itu meskipun seseorang
sudah mencapai baligh tetapi akalnya tidak sehat maka hukum taklifi tidak
dibebankan kepadanya.

Kemudian sebagian besar ulama Usul Figh mengatakan bahwa
dasar adanya taklif (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf
adalah akal( Jsll) dan pemahaman (~~&). Seorang mukallaf dapat
dibebani hukum apabila ia telah berakal dan dapat memahami taklif secara
baik yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu, orang yang tidak atau
belum berakal tidak dikenai taklif karena mereka dianggap tidak dapat
memahami taklif dari al-Syari’. Termasuk ke dalam kategori ini adalah
orang yang sedang tidur, anak kecil, gila, mabuk, khilaf dan lupa.

Dari sini, ulama Usul Figh memberi kesimpulan bahwa syarat
seseorang itu dikenai taklif atau masuk sebagai predikat mukallaf terdapat
dua syarat™:

1. Orang tersebut harus mampu memahami dalil-dalil taklif. Ini
dikarenakan taklif itu adalah khitab, sedangkan khitab orang yang tidak
memiliki akal dan tidak faham itu jelas tidak mungkin
(J==).Kemampuan memahami itu hanya dengan akal, karena akal itu

adalah alat untuk memahami dan menemukan ide (<_sY'). Hanya saja

*|smail Muhammad Syah, dkk, op. cit, h. 163-165
I Abdul Wahab Khalaf, lImu Ushul Figh, terj. Masdar Helmy Bandung: Gema RisalahPress,
1997, h. 230



akal itu adalah sebuah perkara yang abstrak («sall)., Maka al-Syari’
sudah menentukan batas taklif dengan perkara lain yang jelas dan
berpatokan (-»=is) yaitu sifat baligh seseorang. Sifat baligh itu adalah
tempat pemikiran akal yaitu mengetahui baik, buruk, manfaat, dan
bahaya. Maka orang yang gila dan anak kecil tidak termasuk mukallaf
karena tidak memiliki kemampuan akal yang mencukupi untuk
memahami dalil taklif. Begitu juga dengan orang yang lupa, tidur, dan
mabuk seperti hadis yang di atas.

2. Seseorang telah mampu bertindak hukum/mempunyai kecakapan
hukum (4alaT).

Ahliyyah secara harfiyah berarti kecakapan menangani suatu
urusan. Sedangkan Ahliyyah secara terminology menurut Prof. DR. Wahab

Khallaf didefinisikan sebagai:

Artinya : “Kepatutan seseorang untuk memiliki beberapa hak dan
melakukan beberapa transaksi » 92

Sedangkan menurut para ahli ushul figh, ahliyyah adalah:

= i phal el ba Jae adaat (el A A il daa

Artinya :“Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan
ukuran oleh syari’ untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai
tuntutan syara’ » 93

*Ibid., h. 230-234
PRachmat Syafi’L, llmu Ushul Figih, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, h. 339



Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa bahwa ahliyyah
adalah sifat yang menunjukkan bahwa seseorang telah sempurnajasmani
dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai olehsyara’. Orang
yang telah mempunyai sifat tersebut dianggap telahsah melakukan suatu
tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifatmenerima hak dari orang
lain. Dengan demikian, jual belinya,hibbahnya, dan lain-lain dianggap sah.
la juga telah dianggapmampu untuk menerima tanggung jawab, seperti
nikah, nafkah, danmenjadi saksi.

Kemampuan untuk bertindak hukum tidak datang kepada seseorang
secara sekaligus, tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu, sesuai dengan
perkembangan jasmani dan akalnya. Oleh sebab itu, para ulama ushul figh,
membagi ahliyah tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan
jasmani dan akalnya. Berikut pembagian ahliyyah menurut para ahli ushul
figh

a) Ahliyatul ada’

Yaitu sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah
dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh
perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila
perbuatannya sesuai dengan tuntutan syara’, ia dianggap telah
memenuhi kewajiban dan berhak mendapatkan pahala.Sebaliknya bila
melanggar tuntutan syara’, mka ia akan dianggap berdosa dan mendapat
siksa. Dengan kata lain, ia dianggap telah cakap untuk menerima hak

dan kewajiban.



Menurut kesepakatan ulama ushul figh, yang menjadi ukuran
dalam menentukan apakah seseorang telah memiliki ahliyyah ada’ adalah
‘aqil’ baligh, dan cerdas. Kesepakatan mereka itu didasarkan pada firman

Allah SWT dalam surat an- Nisa’: 6:
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Artinya: dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur

untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas
(pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-
hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas
kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya)
sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu,
Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu)
dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut
yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka,
Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi
mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).
Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan,
usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak

itu dapat dipercayai.*

* Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 6



Kalimat “cukup umur” dalam ayat di atas, menurut ulama ushul
figh, antara lain ditunjukkan bahwa seseorang telah bermimpi dengan
mengeluarkan mani untuk pria dan keluar haid untuk wanita. Orang seperti
itulah yang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum sehingga
seluruh perintah dan larangan syara’ dapat ia pikirkan dengan sebaik-
baiknya dan dapat ia laksanakan dengan benar. Apabila ia tidak
melaksanakan perintah dan melanggar larangan maka ia harus bertanggung

jawab, baik di dunia maupun di akhirat.*® Firman Allah SWT lainnya:
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Artinya : “dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig,
Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum

mereka meminta izin Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan

Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana ”.%

Maksudnya: anak-anak dari orang-orang yang merdeka yang bukan
mahram, yang telah balig haruslah meminta izin lebih dahulu kalau hendak
masuk menurut cara orang-orang yang tersebut dalam ayat dan surat ini
meminta izin.

b) Ahliyyah al-Wajib

Yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang
menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban.
Misalnya, ia telah berhak menerima hibbah. Dan apabila harta bendanya

dirusak orang lain, ia pun dianggap mampu untuk menerima ganti rugi.

%Rahmat Syafi’l, op. cit, h. 340
% Al-Quran Surat An-Nuur Ayat 59



Selain itu ia juga dianggap mampu untuk menerima harta waris dan
keluarganya.

Namun demikian ia dianggap belum mampu untuk dibebani
kewajiban-kewajiban syara’, seperti shalat, puasa, dan haji, dan lain-lain.
Maka walaupun ia mengerjakan amalanamalan tersebut, statusnya sekadar
pendidikan bukan kewajiban.

Menurut ulama ushul figh, ukuran yang digunakan dalam
menentukan ahliyyah al-wajib adalah sifat kemanusiaannya yang tidak
dibatasi oleh umur, baligh, kecerdasan, dan lain-lain. Sifat ini telah
dimiliki seseorang semenjak dilahirkan sampai meninggal dunia dan akan
hilang dari seseorang apabila orang yang bersangkutan meninggal dunia.
Berdasarkan ahliyyahwujub anak yang baru lahir berhak menerima
warisan. Akan tetapi harta tersebut tidak boleh dikelola sendiri, tetapi
harus dikelola oleh wali atau washi (orang yang diberi wasiat
untukmemelihara hartanyanya), karena anak tersebut dianggap belum
mampu untuk memberikan hak atau menunaikan kewajiban.”’

Dengan demikian,orang yang belum mencapai ahliyah atau seluruh
perbuatan orang yang belum atau tidak mampubertindak hukum, belum
atau tidak bisa dipertanggungjawabkan.Maka anak kecil yang belum
baligh, yang dianggap belummampu bertindak hukum, tidak dikenakan
tuntutan syara’.Begitu pula orang gila, karena kecakapannya untuk

bertindak hukumnya hilang. Selain itu, orang yang pailit dan yang berada

%Rachmat Syafi’l, loc. cit, h. 340-341



di bawah pengampunan (hajr), dalam masalah harta, dianggap tidak
mampu bertindak hukum mereka dalam masalah harta dianggap hilang.
Islam mendefinisikan anak adalah mereka yang belum mencapai
masa baligh. Prof. Dr. Hj.Huzaemah T.Yanggo, MA dalam bukunya Figih
Anak, mengatakan bahwa al-bulugh adalah habisnya masa kanak-kanak.
Pada laki-laki, baligh ditandai dengan bermimpi (al ihtilam), dan

perempuan ditandai dengan haid. Rasulullah saw bersabda :
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Artinya “Pena -pencatat amal- itu diangkat dari tiga : dari orang
yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia dewasa
(yahtalima), dan dari orang gila sampai ia sadar.” (HR Baihaqi).

Kata yahtalima adalah orang yang sudah bermimpi (alihtilam). Maka
dipahami bahwa anak yang sudah baligh telah menerima beban taklif, yaitu
menjalankan hukum syara’, dan dihisab sebagai implikasi dari pembebanan
tersebut. Ini berarti pada saat baligh, anak dianggap telah dewasa dan dapat
diperlakukan sebagai manusia dewasa di hadapan hukum.

Sementara, para ulama’ dalam menentukan batas minimal umur
untuk cakap berbuat dalam hal ibadah berbeda dengan kecakapan
mempertanggungjawabkan tindak pidana; batas minimal umur anak untuk
mempertanggungjawabkan tindak pidana disamakan antara pelaku pria
dan wanita; batas minimal umur dimaksud memakai standar tamyiz atau

untuk cakap dalam hal beribadah yaitu tujuh tahun. Dalam kitab Tasyri’ al-

Janaiy disebutkan:
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Artinya : “Maka apabila seorang anak kecil berbuat dosa jarimah

sebelum umurnya mencapai tujuh tahun maka tidak ada sanksi baginya

secara jinayah maupun yang bersifat kedisiplinan” *®

Maksud dari perkataan di atas adalah bahwa seorang anak, dalam
hal cakap beribadah adalah jika umurnya telah mencapai tujuh tahun atau
seorang anak dianggap tidak berdosa jika berbuat dosa pada waktu
umurnya belum mencapai tujuh tahun. Perlu diperhatikan juga bahwa
ketika anak telah mencapai tujuh tahun meskipun sudah dianggap cakap
beribadah namun belum bisa untuk dipidanakan karena belum cakap untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk kecakapan
mempertanggungjawaban tindak pidana para ulama sepakat bahwa jika
seorang anak telah baligh dan dapat digugat perdata pada usia lima belas

tahun. Dalam kitab Figh Al-Islamiy Wa Adillatuhu disebut:
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Artintya: Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila
telah menginjak usia 15 tahun.®

Namun disyaratkan juga bahwa meskipun telah mencapai umur
limabelas tahun, dia juga harus sudah dinyatakan rusyd (pandai). Dalam

kitab Tasyri’ al-Janaiy al-Islamiy:
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% Abd al-Qadir‘Audah, Tasyri’ al-Janaiy al-Islamiy,,,, hal. 601
% Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu.,,. Hal. 7330



Artinya: “Seorang anak dinyatakan telah dewasa dan memiliki

pengetahuanyang sempurna jika ia telah baligh dan pandai”*®

Lebih jauh lagi disebutkan dalam kitab Tasyri’ al-Janaiy al- Islamiy
bahwa ada tiga macam keadaan dari lahir sampai beranjak dewasa:

a. Ketika ketiadaan pengetahuan atau akal, dan keadaan ini disebut
seseorang yang masih kecil dan belum mumayyiz. Keadaan ini berawal
dari kelahirannya sampai kepada umur tujuh tahun. Maka dari itu
selama seorang anak belum mencapai tujuh tahun belum disebut
mumayyiz, meskipun ada sebagian anak yang telah mencapai tamyiz
sebelum umurnya tujuh tahun, karena yang berlaku di sini adalah
hukum mayoritas bukan minoritas tidak dapat diberikan hukuman
jarimah.

b. ingkat pengetahuan yang masih lemah, keadaan ini dimulai ketika
seseorang berumur tujuh tahun sampai kepada kebalighannya. Dan para
Ulama’ sepakat bahwa batas umur baligh adalah limabelas tahun,
sementara Abu Hanifah mengatakan bahwa batas umur baligh adalah
delapan belas tahun. Pada keadaan ini seorang anak tidak dapat dimintai
pertanggungjawabannya dari tindak pidananya secara jinayah, jadi
dalam kasus pencurian mereka tidak dikenai hukum had, dan tidak
digishas apabila membunuh ataupun melukai. Akan tetapi dapat
dimintai pertanggung jawabannya secara tindakan kedisiplinan dan

dianggap sebagai pelanggaran kedisiplinan atau aturan. Sehingga tidak

100 Ahd al-Qadir‘Audah, Tasyri’ al-Janaiy al-Islamiy, ..., hal. 601



bisa dikenai hukuman tazir kecuali yang bersifat tindakan untuk
melatih kedisiplinan seperti teguran atau pemukulan.

c. Ketika telah sempurna pengetahuannya atau akalnya. Ini dimulai dari
umur lima belas tahun dalam pendapat sebagian para Ulama’ figh, dan
delapan belas tahun menurut pendapat Imam Hanifah juga Imam Malik.
Dan keadaan ini seseorang sudah dapat dikenai pertanggungjawaban
secara jinayah dari tindak pidananya apa saja. la dikenai had jika
mencuri atau zina, digishas jika membunuh atau melukai, dan di za ’zir
dengan semua ta ‘ziran.**

Dalam kitab Syarah Jamal ala al-Minhaj lebih rinci menjelaskan

tentang rusyd:
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Artinya “Dan katanya: taklif adalah syarat sahnya adanya
dakwaan bahwa seorang pendakwa dan yang terdakwa harus sudah
mukallaf, maka tidak disahkan untuk anak kecil dan orang gila untuk
mendakwa ataupun didakwa. Tidak disahkan juga bagi seorang anak

untuk dimintai jawaban juga pertanggungjawaban darinya kecuali

didengarkan hanya untuk menguatkan keterangan atasnya seprti yang

disebutkan oleh ar-Rasyidi”.*%?

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa
dalam hukum pidana Islam seseorang dapat menjadi pendakwa ataupun
terdakwa jika ia telah menjadi seorang mukallaf dan mencapai ahliyyah

atau jika sifatnya yang telah menunjukkan bahwa seseorang telah

' Abd al-Qadir‘ Audah, Tasyri’ al-Janaiy al-Islamiy..., hal. 601-602
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sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai
oleh syara’. Dan para ulama sepakat bahwa seseorangdapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan adalah ketika
mencapai umur lima belas tahun. Namun perlu diperhatikan juga di sini
bahwa seorang anak harus diadili di pengadilan anak, tidak boleh diadili di
pengadilan umum.
. Pemenjaraan Anak dalam Hukum Islam

fugaha menetapkan bahwa apabila seorang anak Dengan kata lain,
bahwa zakat harus dikeluarkan dari harta mereka. Imam al-Ghazali lebih
jauh menjelaskan bahwa anak kecil dan orang gila jika berbuat tindak
pidana memang dikenakan kewajiban membayar zakat, baik zakat mal
maupun zakat fitrah, nafkah diri mereka dan ganti rugi (dhammam) akibat
perbuatan mereka bila merusak atau menghilangkan harta orang lain.
Untuk itu, diambil dari harta mereka sendiri. Akan tetapi, kewajiban
tersebut tidak berkaitan dengan perbuatan anak kecil, tetapi berkaitan
dengan harta. Oleh karena itu, dalam kasus tersebut yang bertindak
membayarkan kewajiban zakat pada mereka; mengambilkan nafkah untuk
diri mereka dang anti rugi yang disebabkan oleh kelalaian mereka adalah
wali mereka masingmasing. Seluruh pengeluaran itu diambilkan wali dari
harta mereka.*®

Tidak ada dalil normativ bahwa saksi pidana untuk pidana anak

apalagi berupa hukuman penjara. Karena sanksi pidana pada anak

'®Rachmat Syafi’L, lmu Ushul Figih,.., hal. 338



ta’dib/ta’zir, maka diserahkan pengaturan dari waliyyul amri. Seorang
anak tidak dapat dipidana dengan pidana jinayah karena seorang anak
tidak memenuhi syarat sebagai ahlul ‘uqubah. Dalam kitab Tasyri’ al-

Janaiy al-Islamiy disebutkan:
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Artinya : “Seorang anak yang baru disebut mumayyiz tidak dapat
dimintai pertanggungjawaban jinayah akan tetapi diminta untuk
pertanggungjawaban  kedisiplinannnya  dari  perbuatan  tindak
pidananya’.

Dalam syari’at Islam tidak ada batasan-batasan tentang saksi-sanksi
kedisiplinan yang memungkinkan pelaksanaannya kepada seorang anak
dan diserahkan kepada pemerintah untuk menetapkan hukuman untuk
seorang anak. Namun ada beberapa ahli figh saja yang mengatakan bahwa
teguran dan pukulan merupakan bagian dari saksi kedisiplinan atau ta 'dib.
Waliiyul amri atau pemerintah dapat memilih hukuman untuk anak-anak
yang sesuai dengan tempat dan zaman dimana ia berada. Seperti hukuman
teguran dan pukulan, menaruh anakyang melakukan tindak pidana ke
dalam lembaga-lembaga permasyarakatan atau pendidikan, dan lain-lain
yang menunjukkan kepada mendidik dan mendisiplinkan anak-anak.

Pemberian hukuman yang bersifat pendisiplinan dan tidak dipidana
jinayah adalah dikarenakan seorang anak yang belum baligh, dapat
dikatakan belum memiliki taklif. Sehingga hukuman yang dilakukan hanya

untuk bertujuan memberikan pendidikan dan pencegahan di masa

selanjutnya agar tidak melakukan tidak pidana kejahatan lagi.

% Abd al-Qadir ‘Audah, Tasyri” al-Janaiy al-Islamiy..., hal. 604



Seorang anak yang berbuat tindak pidana harus dipidana yang
berbeda dari orang dewasa dalam kitab Al Mughni Li Ibn Qudamah

disebutkan:
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Artinya : “Jika seorang anak dan orang gila yang melakukan
tindak pidana tidak dikenakan gishas karena keduanya tidak memiliki
maksud untuk berbuat tindak pidana, maka dari itu tidak dibenarkan untuk

menghukumnya dengan gishas, akan tetapi hukum yang berlaku bagi

keduanya dalah hukuman kesalahan » 105

Pemerintah Mesir misalnya, dalam memberikan hukuman terhadap
tindak pidana anak ada dua macam:

a. Seorang anak yang melakukan tidak pidana dan umurnya lebih dari
tujuh tahun dan kurang dari duabelas tahun tidak diperbolehkan dikenai
hukuman atau saksi yang berlaku untuk orang dewasa, akan tetapi
dengan sanksi khusus yang bermaksud untuk perbaikan dan
pendisiplinan  seperti teguran, mengirim anak tersebut ke
lembagalembaga perbaikan, dan diserahkan kepada waliyyul amri dan
sebagainya.

b. Seorang anak yang melakukan tindak pidana dan telah berumur lebih
dari duabelas tahun dan kurang dari limabelas tahun, seorang hakim

akan melihat dan meneliti terlebih dahulu dengan berbagai

1% pnu Qudamah,Al-Mughni Li Ibnu Qudamabh, Jilid 9, Beirut: Dar al-Fikr, 1978, h. 337



pertimbangan apakah anak tersebut akan dihukum perbaikan atau
pendisiplinan atau dihukum dengan hukuman yang berlaku.®

dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa
ketentuan hukum terhadap pemenjaraan anak dalam hukum Islam, bahwa
semua bentuk pemidanaan maupun pemenjaraan anak dalam hukum Islam,
tidak dibenarkan (mendapat pembebasan). Dikarenakan anak dalam
hukum Islam belum wajib dikenakan pembebanan hukum (taklif), akan
tetapi apabila kembali mengulangi perbuatan yang dilakukannya atau,

semakin brutal maka hukum pidana Islam membolehkan adanya hukuman

fisik.

% Abd al-Qadir‘ Audah, Tasyri’ al-Janaiy al-Islamiy..., hal. 606



BAB IV
ANALISIS PENJATUHAN SANKSI TERHADAP ANAK DILIHAT DARI
HUKUM ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
A. Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Dalam Undang-Undang No 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Sanksi adalah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan yang
dilakukan. Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan
hukuman namun pengertiannya berbeda dengan pidana. Pidana (starf)
merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum
pidana. Pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana baik dalam
KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Di Indonesia merupakan
negara yang mengunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa
pidana (straf) dan tindakan (maatregels).

Secara teoritik, pidana lebih mengandung penderitaan, meskipun
unsur pendidikan dan pembinaan serta pengawasannya menjadi tujuan
utama. Sedangkan tindakan lebih mengarah pada kegiatan perlindungan,
pendidikan dan pembinaan terhadap anak.

Pidana didefenisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja
diberiakan atau dijatuhkan negara kepada seseorang atau beberapa orang
sebgai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah

melanggar larangan hukum pidana.



Pidana merupakan rasa tidak nyaman (misalnya berupa
pembatasan-pembatasan, pemenuhan kewajiban tertentu) yang dijatuhkan
oleh negara melalui peradilan pidana karena seseorang atau badan hukum
yang dijatuhi pidana tersebut melanggar hukum secara sah dan
menyakinkan bersalah.

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu
dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar
pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan
tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

1. Sanksi Pidana

Menurut Undang-Undang

Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana
yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan menyimak pasal 71 ayat
1 dan ayat 2 diatur pidana pokok dan tambahan terhadap anak yang
berkonflik dengan hukum.

a. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok terhadap anak yaitu :'%’

1. Pidana peringatan
Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan
pembatasan kebebasan anak.

2. Pidana dengan syarat

107 pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak



Mengenai pidana dengan syarat dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 terbagi atas 3 yaitu :
1).Pembinaan di luar lembaga

Dalam pembinaan di luar lembaga, yang pada pokoknya sebagai berikut

a) Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga,
maka lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam
putusannya.'%
b) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:*®
-mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan
oleh pejabat pembina

-mengikuti terapi di rumah sakit jiwa

-mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

c) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, pejabat
pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk
memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui
maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum
dilaksanakan.*'°

2) Pelayanan masyarakat
Dalam pelayanan terhadap masyarakat, yang pokoknya sebagai

berikut:
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a) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan
untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada
kegiatan kemasyarakatan yang positif.***

b) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam
menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah,
pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk
memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian
pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.**?

c) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7
(tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.'*®

3) Pengawasan.
Dalam hal pidana pengawasan, yang pokoknya sebagai berikut :

a) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling
singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.***

b) Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak ditempatkan di
bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh
Pembimbing Kemasyarakatan.'*®

Dan secara umum pidana dengan syarat, yang pada pokoknya
sebagai berikut ;'

a) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal

pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
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b) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat,
ditentukan pula syarat umum dan syarat khusus.

c) Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana
lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.

d) Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal
tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap
memperhatikan kebebasan Anak.

e) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa
pidana dengan syarat umum.

f) Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga)
tahun.

g) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum
melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan
melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan
yang telah ditetapkan.

h) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat, Anak harus
mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

3. Pelatihan kerja

Pelatihan kerja dijatuhkan kepada anak, dengan ketentuan sebagai

berikut :

a) Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang

melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.*’
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b) Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan
paling lama 1 (satu) tahun.™®
4. Pembinaan dalam lembaga

Penjatuhan pembinaan dalam lembaga dijatuhkan terhadap anak

dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan
kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh
pemerintah maupun swasta.**®

b) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan
dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.*?°

c) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga)
bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.**

d) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya
pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan
berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.'?

5. Penjara

Dalam menjatuhkan pidana penjara ada beberapa ketentuan yang

perlu diperhatikan yakni sebagai berikut :

a) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak

melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai

dengan kekerasan.'?®
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b) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak
paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara
yang diancamkan terhadap orang dewasa.**

¢) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.*®

d) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga
terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
Undang ini.*®

e) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan
perbuatan Anakakan membahayakan masyarakat.*?’

f) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama
1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi
orang dewasa.*?®

g) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18
(delapan belas) tahun.**°

h) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya
pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan
pembebasan bersyarat.**

i) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya

terakhir.*!
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j) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak
pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun.'*?

b. Pidana Tambahan

Seperti yang telah disebut bahwa selain pidana pokok yang dapat
dijatuhkan kepada anak dapat juga dijatuhkan pidana berupa :**
1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
2. Pemenuhan kewajiban adat
2. Sanksi Tindakan

Disamping sanksi pidana, dikenal pula sanksi tindakan. Tindakan
merupakan penjatuhan sanksi tindakan terhadap seseorang yang terbukti
secara Ssah dan menyakinkan bersalah dengan tujuan memberikan
pendidikan dan pembinaan serta tindakan tertentu lainnya. Menurut
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak pasal 69 ayat 2 bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas)
tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tersebut
ditentukan mengenai sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang terbukti secarah sah
bersalah yaitu :

1. Tindakan yang dikenakkan kepada anak meliputi :***
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a. pengembalian kepada orang tua/Wali
b. penyerahan kepada seseorang;
c. perawatan di rumah sakit jiwa
d. perawatan di LPKS;
e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang
diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
f. pencabutan surat izin mengemudi
g. perbaikan akibat tindak pidana
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan
huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.™*
Dalam hal penyerahan kepada seseorang yang dimaksud adalah
penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik,
dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh Anak dan ini

dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.

D. Proses Peradilan Pidana Anak

Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan
ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan
paedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun
dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak

dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan
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digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik,
Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional.

Dalam  ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing
Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang
merupakan  persyaratan wajib  sebelum  Penyidik, Pembimbing
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan
Sesuai dengan pasal 21 ayat 1, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan,
dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan terhadap anak yang
diduga atau melakukan tindak pidana yaitu:*®
a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali
b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan

pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang
menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun
daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Keputusan yang diambil oleh  Penyidik, Pembimbing
Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional tersebut diserahkan ke
pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 hari.**’

Setiap anak yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan
bantuan hukum dari Advokat atau pemberi bantuan hukum pada setiap
tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
Dan dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib didampingi oleh

orang tua dan atau orang yang dipercayakan.
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Pasal 16 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
menyebutkan bahwa “Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana
berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain
dalam Undang-Undang ini”. Ini berarti bahwa prosedur dalam
pemeriksaan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada
prinsipnya sama dengan prosedur pemeriksaan dalam KUHAP kecuali
Undang-Undang ini menentukan hal lain. Perlakuan khusus yang diatur
dalam undang-undang ini semata-mata dilakukan untuk kepentingan
terbaik anak dan segala pengambilan keputusan harus selalu
mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta
selalu mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana anak, para penegak
hukum telah ditentukan secara khusus baik penyidik, penuntut umum,
hakim bahkan sampai hakim kasasi.

Proses peradilan pidana anak memiliki 4 tahapan yaitu Tahapan
Penyidikan, Tahap Penangkapan dan Penahanan, Tahapan Penuntutan dan
Tahapan Pemeriksaan di sidang pengadilan.

5. Tahapan Penyidikan
Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan

pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari

serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat atau menjadi terang



tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau
pelaku tindak pidananya.*®

Penyidik dalam perkara pidana anak adalah Penyidik anak yang
telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan ini yang
secara khusus melakukan penyidikan terhadap anak yang berkonflik
dengan hukum. Penyidik perkara anak wajib meminta pertimbangan atau
saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan
atau diadukan bahkan jika dianggap perlu Penyidik dapat meminta
pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh
agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan
tenaga ahli lainnya.**

Pada tingkat ini penyidik wajib mengupayakan Diversi yaitu
pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke
proses di luar peradilan pidana yang dilakukan dalam waktu 7 hari setelah
penyidikan dimulai, sedangkan Diversi sendiri dilakukan paling lama 30
hari setelah Diversi dimulai. Jika Diversi berhasil dilakukan atau mencapai
suatu kesepakatan maka sesuai dengan pasal 29 ayat 3, penyidik
menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada
ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Tetapi, apabila Diversi
gagal maka sesuai dengan pasal 29 ayat 4 Penyidik wajib melanjutkan

penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan
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melampirkan  berita acara Diversi dan laporan  penelitian

kemasyarakatan.**

6. Tahapan Penangkapan dan Penahanan

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian luasnya.

Bersumber dari wewenang yang diberikan sebuah undang-undang,

penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asal hal

itu masih berpihak pada landasan hukum yang sah berupa penangkapan

dan penahanan. Hal tersebut juga ada dalam hukum acara peradilan pidana

anak.**!

Pasal 30 UU Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi :

1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan
paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus
Anak.

3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang
bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.

4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan
memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada
anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang sosial.
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Disamping itu, Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik
berkoordinasi dengan Penuntut Umum. Koordinasi tersebut dilakukan
dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak
dimulai penyidikan.

Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak
memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak
tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang
bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap
Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:'*?

a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih
b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7
(tujuh) tahun atau lebinh.

Ketentuan ini menjadi hal baru sebagai bentuk pemberian batas
usia anak yang dapat ditahan, mengingat usia dibawah 14 (empat belas)
tahun yang masih rentan untuk bisa ditahan. Jaminan hak anak juga masih
harus diberikan selama anak ditahan, berupa kebutuhan jasmani, rohani
dan sosial anak harustetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan anak,
dapat dilakukan penempatan di LPKS.

Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7
(tujuh) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penyidik dapat

diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Apabila

waktu itu telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum. Penahanan
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terhadap Anak dilaksanakan di LPAS. Dalam hal tidak terdapat LPAS,
penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.'*®

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan,
Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.
Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat
diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.
Dalam hal jangka telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.**

Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di
sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10
(sepuluh) hari. Jangka waktu atas permintaan Hakim dapat diperpanjang
oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal
jangka waktu telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak
wajib dikeluarkan demi hukum.**

Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib
memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak
memperoleh bantuan hukum. Dalam hal pejabat tidak melaksanakan
ketentuan itu, penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi
hukum. 4
7. Tahapan Penuntutan

Tahapan proses peradilan pidana anak selanjutnya merupakan

proses penuntutan. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU)
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untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang
berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam persidangan.
Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan
Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan
anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak
dalam persidangan anak. Pada proses tahapan ini jaksa penuntut umum
yang diberi tugas melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan
tindak pidana adalah merupakan Penuntut Umum Anak. Ini sesuai dengan
ketentuan pada pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

Dalam hal jika dalam proses perkara pidana anak belum terdapat
penuntut umum yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam
Undang-Undang ini, maka sesuai dengan pasal 41 ayat 3 tugas penuntutan
dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi
tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pada tahapan ini pula penuntut umum tetap diwajibkan untuk
mengupayakan Diversi. Jika Diversi berhasil dilakukan maka penuntut
umum Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta
kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat
penetapan. Tetapi, apabila Diversi gagal, Penuntut Umum wajib
menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke

pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.



Ketentuan ini tertuang dalam pasal 42 ayat 3 dan 4 Undang-Undang
Sistem Peradilan Pidana Anak.
8. Tahapan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Dalam proses peradilan hakim memiliki peranan dalam
memutuskan perkara pidana anak. Hakim yang bertugas dalam menangani
dan memutuskan perkara anak adalah Hakim Anak. Dalam tahapan ini
pula hakim tetap diwajibkan mengupayakan Diversi yang tertuang dalam
pasal 52 ayat 2.

Pada pasal 53 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak,
anak disidangkan dalam ruang khusus sidang anak, ruang tunggu sidang
anak berbeda dengan ruang tunggu sidang orang dewasa dan waktu
pelaksanaan sidang anak lebih didahulukan dari pada sidang orang dewasa.
Di samping itu,hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang
dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dalam
sidang anak, hakim wajib memerintahkan orangtua/wali atau pendamping,
advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing
kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Meskipun pada prinsipnya
tindak pidana merupakan tanggung jawab Anak sendiri, tetapi karena
dalam hal ini terdakwanya adalah Anak, Anak tidak dapat dipisahkan
dengan kehadiran orang tua/Wali. Dan jika hakim tidak melibatkan orang
tua atau wali pendamping, advokat atau pemberi hukum, maka sidang anak

dinyatakan batal demi hukum, ini tertuang dalam pasal 55 ayat 3.



Persidangan perkara anak bersifat terturtup agar tercipta suasana
tenang dan penuh dengan kekeluargaan, sehingga anak dapat
mengutamakan segala peristiwa dan perasaannya secara terbuka dan jujur
selama sedang berjalan.

Pada saat memeriksa anak korban dan atau anak saksi, hakim dapat
memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang. Pada saat
pemeriksaan anak korban dan atau anak saksi, orang tua/wali, advokat,
atau pemberi bantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan
tetap hadir. Maka dalam hal anak korban dan atau anak saksi tidak dapat
hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim
dapat memerintahkan anak korban dan atau anak saksi untuk didengar
keterangannya.

Pada dasarnya, sidang anak dilanjutkan setelah anak diberitahukan
mengenai keterangan yang telah diberikan oleh anak korban dan atau anak
saksi pada saat anak berada diluar sidang pengadilan. Maka sebelum
menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua
atau wali dan atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat
bagi anak. Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh hakim
untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.
Sehingga, hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat
dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara,

serat dalam hallaporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud



diatas tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, maka putusan batal demi
hukum.

Pada proses pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang
yang terbuaka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Identitas anak,
anak korban, dan atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan hanya mengunakan inisial
tanpa gambar. Untuk itu, pengadilan wajib memberiakan petikan putusan
pada hari putusan dibacakan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan
lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum serta pengadilan
wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 hari sejak putusan
diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya,
pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum.

E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus dilakukan apabila
kesalahan terdakwa terbukti didepan sidang pengadilan dan tentu
kesalahan terdakwa sesuai yang termaktub dalam dakwaan penuntut
umum.

Dalam menyatakan seorang terdakwa bersalah membutuhkan alat
bukti minimum yang sah dan dapat menyakinkan hakim akan kesalahan
yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah itu maka terdakwa dapat dijatuhkan
pidana. Hal ini sesuai dengan rumusan pasal 183 KUHAP vyang
menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada
seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang

sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar



terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sesuai hal
itu, dalam undang-undang mengkendaki adanya dua alat bukti yaitu dua
alat bukti minimum yang menyakinkan hakim menyatakan bersalah
terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah
adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan
terdakwa.

Di dalam pelaksanaannya, hakim maupun jaksa mengemukakan
faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam tuntutan dan penjatuhan
pidana yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor yang
meringankan antara lain adalah terdakwa masih muda, mengakui
perbutannya dan berperilaku sopan. Faktor-faktor yang memberatkan
adalah terdakwa tidak mengakui perbuatannya, menganggu atau
meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya.

1. Hal Yang Meringankan

Hal yang meringankan hukuman menurut KUH Pidana adalah
sebagai berikut :

d. Dalam hal umur yang masih muda (incapacity or infacy), berdasarkan
pasal 47 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika Hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka maksimum
hukuman pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi sepertiga.”

e. Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 53 ayat

(2) KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut.



“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu
dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.”

f. Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 57 ayat
(1) yang berbunyi sebagai berikut.

“Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu,
dikurangi sepertiga bagi pembantu.”

2. Hal Yang Memberatkan

Hal yang meringankan hukuman menurut KUH Pidana adalah
sebagai berikut :
a. Dalam hal Concursus, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUH

Pidana :

1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan
beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang
sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana

2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-
pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak
boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah
sepertiganya.

Dan Pasal 66 KUH Pidana yang berbunyi

1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus
dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga
merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok

yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan,



tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang
terberat ditambah sepertiga.
2) Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum
pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.”
b. Dalam hal Recidive, Berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 KUH Pidana.

. Analisis Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Dalam Undang-Undang No. 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Hukum
Islam

Dari pengertian di atas mengisyaratkan bahwa larangan-larangan
atas perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori jinayah berasal dari
ketentuan-ketentuan (nash-nash) Syara’. Artinya, perbuatan-perbuatan
manusia dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan-perbuatan
tersebut diancam hukuman.

Karena larangan-larangan tersebut berasal dari Syara’, maka
larangan larangan tadi hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang
berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat menerima
panggilan dan mampu mamahami pembebanan (taklif) dari Syara’.
Perbuatan-perbuatan yang merugikan dilakukan oleh orang gila atau anak
kecil tidak dapat dikategorikan sebagai jinayah, karena mereka tidak dapat
memahami khitab atau taklif.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik unsur atau rukun umum dari

jinayah. Unsur atau rukun jinayah tersebut adalah:



d. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai
ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal
dengan istilah “unsur formal” (al-Rukn al-Syar’i).

e. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa
melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang
diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material” (al- Rukn
al-Madi).

Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab atau
dapat memahami taklif , artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf,
sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.

Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (al-Rukn al-Adabi).

Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika
memiliki ketiga unsur tersebut di atas. Tanpa ketiga unsur tersebut, sesuatu
perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah.

. klasifikasi Jinayah

Tindak pidana dalam figh jinayah dapat diklasifikasikan menjadi
beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada
umumnya para ulama’ membagi tindak pidana dalam figh jinayah
berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau
tidaknya oleh al-Quran dan al-Hadits. Atas dasar ini, para ulama
membaginya menjadi tiga macam:

6. Jarimah Hudud



Jarimah hudud adalah tindak pidana yang diancam hukuman had,
yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah (beratringan)
sanksinya yang menjadi hak Allah SWT. Ada tujuh macam perbuatan
jarimah huddd yaitu, zina, menuduh orang lain berbuat zina (gazaf),
meminum minuman Kkeras, mencuri, menggangu keamanan (hirabah),

murtad, dan pemberontakan (al-bagyu). Misalnya firman Allah SWT:
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Artinya: “dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang

baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang

saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera,

dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan

mereka ltulah orang-orang yang fasik . 1’

Yang dimaksud wanita-wanita yang baik disini adalah wanita-
wanita yang Suci, akil balig dan muslimah.
7. Jarimah Qishas atau Diyat

Jarimah gisas-diah adalah tindak pidana yang diancam hukuman
gishas atau diyat. Yang termasuk jarimah gishas-diyat ialah pembunuhan
sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja,‘*®
penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja Sebagaimana

firman Allah SWT:

%7 Al-Quran Surat An-Nuur ayat 4

“Blhid ., h.6
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
gishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.
Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya,
hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi
ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang
melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.
(179) dan dalam gishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu,
Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Qishaash ialah
mengambil pembalasan yang sama. gishaash itu tidak dilakukan, bila
yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu
dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta
dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan
yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak
menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan
menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau
membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di

dunia diambil gishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih ”.**°

8. Jarimah ta’zir ialah tindak pidana yang diancam dengan satu atau

beberapa macam hukuman.**

Jarimah ta’zir terbagi menjadi empat
bagian:
I. Jarimah ta zir hudud atau gishas yang syubhat atau tidak memenuhi

syarat, namun sudah merupakan perbuatan maksiat. Misalnya,

149 Al-Quran Surat Al-Bagarah Ayat 178-179
150Op. cit,. h.5



percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan
keluarga, dan pencurian aliran listrik.

J. Jarimah-jarimah yang telah ditentukan oleh al-Quran dan al- Hadits,
namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi
palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.

k. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk
kemashlahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan
pertimbangan penentuan kemashlahatan umum. Persyaratan
kemashlahatan ini secara rinci diuraikan dalam bidang studi Ushul
Figh. Misalnya, pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

|. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami,
namun hak adami lebih dominan. Misalnya, pembunuhan.

1. Adapun Tujuan dan Macam-Macam Hukum
a. Tujuan Hukuman
Hukuman diterapkan demi mencapai kemaslahatan bagi individu
dan masyarakat, dengan demikian, hukuman yang baik adalah:

1) Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat. Atau menurut
ibn Hammam dalam Fathul Qadir bhwa hukuman itu untuk mencegah
sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan menjerakan setelah
terjadinya (represif).

2) Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung kepada
kebutuhan  kemaslahatan  masyarakat, apabila  kemaslahatan

menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian



pula sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat mengehndaki
ringannya hukuman maka hukumannya di ringankan.

3) Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu
bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk
kemaslahatannya, seperti yang dikatakan oleh lbnu Taimiyah bahwa
hukuman itu disyari’atkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan
sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk berbuat ihsan kepada
hamba-Nya. Olehkarena itu , sepantasnyalah bagi orang yang
memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya
harusbermaksud memberikan ihsan dan member rahmat kepadanya,
seperti seorang bapak yang member pelajaran kepada anaknya, dan
seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya.

4) Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak
jatuh ke dalam suatu perbuatan maksiat. Dan dengan adanya sanksi
duniawi diharapkan mampu menjaga seseorang dari terjatuh ke dalam
tindak pidana.

. Macam-Macam Hukuman

Hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengantindak
pidananya. Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat
nashnya dalam al-Quran dan al-Hadits. Maka hukuman dapat dibagi
menjadi dua macam:

1. Hukuman yang ada nashnya, yaitu hudud, gishash, diyat, dan kafarah.

Misalnya:



b. Kejahatan terhadap jiwa raga manusia berupa pembunuhan dan

mencederai anggota badan. Hal ini disebutkan dalam al-Quran:***
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
gishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.
Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya,
hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi
ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang
melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih
(179). dan dalam gishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu,
Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa .

3. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan ta zir,
seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan
amanabh, saksi palsu, dan melanggar aturan lalu lintas.

Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman
lain, hukuman dapat dibagi menjadi empat:

1. Hukuman pokok (al- ‘uqubat al-ashliyah), yaitu hukuman yang asal
bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman

jilid seratus kali bagi pezina yang belum menikah.

1 Al-Quran Surat Al-Bagarah ayat 178-179



2. Hukuman pengganti (al- ‘ugubat al-badaliyah), yaitu hukuman yang
menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak
dapat dilaksanakan karena suatu alas an hukum, seperti hukuman
diyat/denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan gishasnya oleh
keluarga korban atau hukuman ta’zir apabila karena suatu alas an
hukum pokok yang berupa had tidak dapat dilaksanakan.

3. Hukuman tambahan (al- ‘uqubat al-taba’iyah), yaitu hukuman yang
dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti
terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat warisan dari harta
terbunuh.

4. Hukuman pelengkap (al-u’qubat al-takmiliyah), yaitu hukuman yang
dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan,
seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.
Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim tersendiri. Sedangkan
hukuman pengganti tidak memerlukan keputusan hakim tersendiri

Ditinjau dari sasaran hukum, hukuman dapat dibagi menjadi empat:

1. Hukuman badan, yitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia,
seperti hukuman jilid atau cambuk.

2. Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, yaitu hukuman mati.

3. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti
hukuman penjara atau pengasingan.

4. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta pelaku,

seperti diyat, denda, dan perampasan



C. Batas Umur Anak dan Pemenjaraannya Dalam Hukum Islam
1. Batas Umur Anak dalam Hukum Islam
Sebelum membahas tentang batasan umur anak menurut hukum
Islam, maka pembahasan ini dalam hukum Islam berkaitan dengan
pembahasan taklif dan mukallaf. Taklif ialah tuntutan pelaksanaan beban
tugas yang sudah ditentukan. Sedangkan mukallaf adalah orang yang
memikul tanggung jawab terhadap beban tugas pelaksanaan hukum taklifi.
Mukallaf disebut juga dengan istilah mahkum alaih.**
Mukallaf secara bahasa adalah berbentuk ism al-maf’ul dari fi’il al-
madli “kallafa” (<2)yang bermakna membebankan.'*® Maka, kata

mukallaf berarti orang yang dibebani.
Secara istilah mukallaf adalah :
anSa S g Lal et alads (33 30 las V)

Artinya : “Seorang manusia yang mana perlakuannya itu
bergantungan dengan ketentuan al-Sydri’ atau hukumnya”.

Dari sini, dapat dipahami bahwa mukallaf adalah orang yang telah
dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan
perintah Allah SWT maupun larangan-Nya. Semua tindakan hukum yang
dilakukan mukallaf akan diminta pertanggung-jawabannya, baik di dunia
maupun di akhirat. Pahala akan didapatkan kalau ia melakukan perintah

Allah SWT, dan dosa akan dipikulnya kalau ia meninggalkan perintah

>21smail Muhammad Syah, dkk, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992 h.162

133 A hmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir,..., hal. 1225



Allah SWT, begitu seterusnya sesuai dengan krateria hokum taklifi yang
sudah diterangkan.

Dasar adanya taklif kepada mukallaf ialah karena adanya akal dan
kemampuan memahami padanya. Saifuddin al-Amidi menegaskan bahwa
para ulama’ sepakat tentang syarat mukallaf yaitu haruslah berakal dan
mampu memahami. Karena sumber taklif adalah firman Allah SWT dan
sabda Nabi SAW (al-Quran dan al-Hadits). Suatu firman yang dihadapkan
kepada orang yang tidak berakal dan tidak dapat memahaminya akan sia-
sia belaka. Barang siapa yang hanya mempunyai kemampuan memahami
masih tingkat dasar, seperti hanya baru dapat memahami bacaannya yang
sederhana saja bahkan tidak dapat memahami karena sudah hilang akal
sehatnya, belum dapat memahami kandungannya yang mengandung
perintah dan larangan-Nya, yang berpahala atau berdosa, maka orang-
orang yang seperti anak-anak danorang gila tidak adanya baginya taklif.
Sebagai dalilnya ialah pernyataan Rasulullah SAW:

oo pling (Ja ppall ge | By Ja 20 W) e 43306 (e BBl a8
By (s O siaall

Artinya “Pena -pencatat amal- itu diangkat dari tiga : dari orang
yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia dewasa
(vahtalima), dan dari orang gila sampai ia sadar.” (HR Baihaqi).
Ringkasnya al-Amidi adalah sebagai berikut:

1. Yang menjadi dasar taklif itu ialah akal karena taklif itu bersumber

pada firman yang harus dipahami oleh akal.



2. Akal tumbuh dan berkembang secara berangsur-angsur semenjak usia
muda, dan dipandang sebelum sampai ke batas taklif melainkan jika
akal sudah mencapai kesempurnaan dalam pertumbuhannya.

3. Pertumbuhan akal secara berangsur-angsur ini terjadi dari masa ke masa
secara tersembunyi sehingga baru jelas permulaan kesempurnaannya
(kematangannya) jika sudah mencapai baligh. Di kala seseorang sudah
baligh termasuklah ia ke dalam kategori mukallaf. Dan setiap mukallaf
harus bertanggung jawab terhadap hukum taklifi.*>*

Peranan akal merupakan faktor utama dan syairat Islam untuk
menentukan seseorang sebagai mukallaf. Karena itu meskipun seseorang
sudah mencapai baligh tetapi akalnya tidak sehat maka hukum taklifi tidak
dibebankan kepadanya.

Kemudian sebagian besar ulama Usul Figh mengatakan bahwa
dasar adanya taklif (pembebanan hukum) terhadap seorang mukallaf
adalah akal( dJs=l) dan pemahaman (s~dl)). Seorang mukallaf dapat
dibebani hukum apabila ia telah berakal dan dapat memahami taklif secara
baik yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu, orang yang tidak atau
belum berakal tidak dikenai taklif karena mereka dianggap tidak dapat

memahami taklif dari al-Syari’. Termasuk ke dalam kategori ini adalah

orang yang sedang tidur, anak kecil, gila, mabuk, khilaf dan lupa.

1341 smail Muhammad Syah, dkk, op. cit, h. 163-165



Dari sini, ulama Usul Figh memberi kesimpulan bahwa syarat
seseorang itu dikenai taklif atau masuk sebagai predikat mukallaf terdapat
dua syarat™:

1. Orang tersebut harus mampu memahami dalil-dalil taklif. Ini
dikarenakan taklif itu adalah khitab, sedangkan khitab orang yang tidak
memiliki akal dan tidak faham itu jelas tidak mungkin
(J==).Kemampuan memahami itu hanya dengan akal, karena akal itu
adalah alat untuk memahami dan menemukan ide (</_s¥'). Hanya saja
akal itu adalah sebuah perkara yang abstrak (%3all). Maka al-Syari’
sudah menentukan batas taklif dengan perkara lain yang jelas dan
berpatokan (&»=is) yaitu sifat baligh seseorang. Sifat baligh itu adalah
tempat pemikiran akal yaitu mengetahui baik, buruk, manfaat, dan
bahaya. Maka orang yang gila dan anak kecil tidak termasuk mukallaf
karena tidak memiliki kemampuan akal yang mencukupi untuk
memahami dalil taklif. Begitu juga dengan orang yang lupa, tidur, dan

mabuk seperti hadis yang di atas.

2. Seseorang telah mampu bertindak hukum/mempunyai kecakapan
hukum (4alaf).

Ahliyyah secara harfiyah berarti kecakapan menangani suatu
urusan. Sedangkan Ahliyyah secara terminology menurut Prof. DR. Wahab

Khallaf didefinisikan sebagai:

>>Abdul Wahab Khalaf, 1lmu Ushul Figh, terj. Masdar Helmy Bandung: Gema RisalahPress,

1997, h. 230



Artinya : “Kepatutan seseorang untuk memiliki beberapa hak dan
melakukan beberapa transaksi » 196

Sedangkan menurut para ahli ushul figh, ahliyyah adalah:

Artinya :“Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan
ukuran oleh syari’ untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai
tuntutan syara’”. 157

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa bahwa ahliyyah
adalah sifat yang menunjukkan bahwa seseorang telah sempurnajasmani
dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai olehsyara’. Orang
yang telah mempunyai sifat tersebut dianggap telahsah melakukan suatu
tindakan hukum, seperti transaksi yang bersifatmenerima hak dari orang
lain. Dengan demikian, jual belinya,hibbahnya, dan lain-lain dianggap sah.
la juga telah dianggapmampu untuk menerima tanggung jawab, seperti
nikah, nafkah, danmenjadi saksi.

Kemampuan untuk bertindak hukum tidak datang kepada seseorang
secara sekaligus, tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu, sesuai dengan
perkembangan jasmani dan akalnya. Oleh sebab itu, para ulama ushul figh,
membagi ahliyah tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan
jasmani dan akalnya. Berikut pembagian ahliyyah menurut para ahli ushul
figh:

a) Ahliyatul ada’

“®pid., h. 230-234
>’Rachmat Syafi’I, llmu Ushul Figih, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010, h. 339



Yaitu sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah
dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh
perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila
perbuatannya sesuai dengan tuntutan syara’, ia dianggap telah
memenuhi kewajiban dan berhak mendapatkan pahala.Sebaliknya bila
melanggar tuntutan syara’, mka ia akan dianggap berdosa dan mendapat
siksa. Dengan kata lain, ia dianggap telah cakap untuk menerima hak
dan kewajiban.

Menurut kesepakatan ulama ushul figh, yang menjadi ukuran
dalam menentukan apakah seseorang telah memiliki ahliyyah ada’ adalah
‘aqil’ baligh, dan cerdas. Kesepakatan mereka itu didasarkan pada firman
Allah SWT dalam surat an- Nisa’: 6:

o A w0 . e g e R I sw 2 > g0 ATe T - }/ Eld
22 o Vo . . AN P /e}. P N PR +> o= V-

s ~ 2

e K GBI ||)|,\JJQ\\1’}K3U;);)€WUJNK\,@J§
ERIREEEE S SIS SR e
Artinya: dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur

untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas
(pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-
hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas
kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya)
sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu,

Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu)



dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut
yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka,
Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi
mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).
Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan,
usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak
itu dapat dipercayai.™®

Kalimat “cukup umur” dalam ayat di atas, menurut ulama ushul
figh, antara lain ditunjukkan bahwa seseorang telah bermimpi dengan
mengeluarkan mani untuk pria dan keluar haid untuk wanita. Orang seperti
itulah yang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum sehingga
seluruh perintah dan larangan syara’ dapat ia pikirkan dengan sebaik-
baiknya dan dapat ia laksanakan dengan benar. Apabila ia tidak
melaksanakan perintah dan melanggar larangan maka ia harus bertanggung

jawab, baik di dunia maupun di akhirat.** Firman Allah SWT lainnya:
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Artinya : “dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig,
Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum
mereka meminta izin Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan

Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana .**°

%8 Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 6

Rahmat Syafi’l, op. cit, h. 340
Al-Quran Surat An-Nuur Ayat 59
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Maksudnya: anak-anak dari orang-orang yang merdeka yang bukan
mahram, yang telah balig haruslah meminta izin lebih dahulu kalau hendak
masuk menurut cara orang-orang yang tersebut dalam ayat dan surat ini
meminta izin.

b) Ahliyyah al-Wajib

Yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang
menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban.
Misalnya, ia telah berhak menerima hibbah. Dan apabila harta bendanya
dirusak orang lain, ia pun dianggap mampu untuk menerima ganti rugi.
Selain itu ia juga dianggap mampu untuk menerima harta waris dan
keluarganya.

Namun demikian ia dianggap belum mampu untuk dibebani
kewajiban-kewajiban syara’, seperti shalat, puasa, dan haji, dan lain-lain.
Maka walaupun ia mengerjakan amalanamalan tersebut, statusnya sekadar
pendidikan bukan kewajiban.

Menurut ulama ushul figh, ukuran yang digunakan dalam
menentukan ahliyyah al-wajib adalah sifat kemanusiaannya yang tidak
dibatasi oleh umur, baligh, kecerdasan, dan lain-lain. Sifat ini telah
dimiliki seseorang semenjak dilahirkan sampai meninggal dunia dan akan
hilang dari seseorang apabila orang yang bersangkutan meninggal dunia.
Berdasarkan ahliyyahwujub anak yang baru lahir berhak menerima
warisan. Akan tetapi harta tersebut tidak boleh dikelola sendiri, tetapi

harus dikelola oleh wali atau washi (orang yang diberi wasiat



untukmemelihara hartanyanya), karena anak tersebut dianggap belum
mampu untuk memberikan hak atau menunaikan kewajiban.***

Dengan demikian,orang yang belum mencapai ahliyah atau seluruh
perbuatan orang yang belum atau tidak mampubertindak hukum, belum
atau tidak bisa dipertanggungjawabkan.Maka anak kecil yang belum
baligh, yang dianggap belummampu bertindak hukum, tidak dikenakan
tuntutan syara’.Begitu pula orang gila, karena kecakapannya untuk
bertindak hukumnya hilang. Selain itu, orang yang pailit dan yang berada
di bawah pengampunan (hajr), dalam masalah harta, dianggap tidak
mampu bertindak hukum mereka dalam masalah harta dianggap hilang.

Islam mendefinisikan anak adalah mereka yang belum mencapai
masa baligh. Prof. Dr. Hj.Huzaemah T.Yanggo, MA dalam bukunya Figih
Anak, mengatakan bahwa al-bulugh adalah habisnya masa kanak-kanak.
Pada laki-laki, baligh ditandai dengan bermimpi (al ihtilam), dan

perempuan ditandai dengan haid. Rasulullah saw bersabda :

Artinya “Pena -pencatat amal- itu diangkat dari tiga : dari orang
yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia dewasa
(vahtalima), dan dari orang gila sampai ia sadar.” (HR Baihaqi).

Kata yahtalima adalah orang yang sudah bermimpi (alihtilam). Maka

dipahami bahwa anak yang sudah baligh telah menerima beban taklif, yaitu

menjalankan hukum syara’, dan dihisab sebagai implikasi dari pembebanan

'®1Rachmat Syafi’L, loc. cit, h. 340-341



tersebut. Ini berarti pada saat baligh, anak dianggap telah dewasa dan dapat
diperlakukan sebagai manusia dewasa di hadapan hukum.

Sementara, para ulama’ dalam menentukan batas minimal umur
untuk cakap berbuat dalam hal ibadah berbeda dengan kecakapan
mempertanggungjawabkan tindak pidana; batas minimal umur anak untuk
mempertanggungjawabkan tindak pidana disamakan antara pelaku pria
dan wanita; batas minimal umur dimaksud memakai standar tamyiz atau
untuk cakap dalam hal beribadah yaitu tujuh tahun. Dalam kitab Tasyri’ al-

Janaiy disebutkan:
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Artinya : “Maka apabila seorang anak kecil berbuat dosa jarimah

sebelum umurnya mencapai tujuh tahun maka tidak ada sanksi baginya

secara jinayah maupun yang bersifat kedisiplinan » 162

Maksud dari perkataan di atas adalah bahwa seorang anak, dalam
hal cakap beribadah adalah jika umurnya telah mencapai tujuh tahun atau
seorang anak dianggap tidak berdosa jika berbuat dosa pada waktu
umurnya belum mencapai tujuh tahun. Perlu diperhatikan juga bahwa
ketika anak telah mencapai tujuh tahun meskipun sudah dianggap cakap
beribadah namun belum bisa untuk dipidanakan karena belum cakap untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk kecakapan
mempertanggungjawaban tindak pidana para ulama sepakat bahwa jika
seorang anak telah baligh dan dapat digugat perdata pada usia lima belas

tahun. Dalam kitab Figh Al-Islamiy Wa Adillatuhu disebut:

%2 Ahd al-Qadir‘Audah, Tasyri’ al-Janaiy al-Islamiy,,,, hal. 601
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Artinya: “Habisnya batasan dalam hagnya sebagai seorang anak,
menurut pendapat madzhab Hanafiyyah ialah dengan kebalighannya pada
umur lima belas tahun ”.'%®
Namun disyaratkan juga bahwa meskipun telah mencapai umur

limabelas tahun, dia juga harus sudah dinyatakan rusyd (pandai). Dalam

kitab Tasyri’ al-Janaiy al-Islamiy:
23] )\)éjuut&éou‘g\ ﬂje\;ﬂ\ Sl ya s ya

Artinya: “Seorang anak dinyatakan telah dewasa dan memiliki

pengetahuanyang sempurna jika ia telah baligh dan pandai » 164

Lebih jauh lagi disebutkan dalam kitab Tasyri’ al-Janaiy al- Islamiy
bahwa ada tiga macam keadaan dari lahir sampai beranjak dewasa:

1. Ketika ketiadaan pengetahuan atau akal, dan keadaan ini disebut
seseorang yang masih kecil dan belum mumayyiz. Keadaan ini berawal
dari kelahirannya sampai kepada umur tujuh tahun. Maka dari itu
selama seorang anak belum mencapai tujuh tahun belum disebut
mumayyiz, meskipun ada sebagian anak yang telah mencapai tamyiz
sebelum umurnya tujuh tahun, karena yang berlaku di sini adalah
hukum mayoritas bukan minoritas tidak dapat diberikan hukuman
jarimah.

2. Tingkat pengetahuan yang masih lemah, keadaan ini dimulai ketika
seseorang berumur tujuh tahun sampai kepada kebalighannya. Dan para

Ulama’ sepakat bahwa batas umur baligh adalah limabelas tahun,

162 \Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu.,,. Hal. 7330
164 Ahd al-Qadir‘Audah, Tasyri’ al-Janaiy al-Islamiy, ..., hal. 601



sementara Abu Hanifah mengatakan bahwa batas umur baligh adalah
delapan belas tahun. Pada keadaan ini seorang anak tidak dapat dimintai
pertanggungjawabannya dari tindak pidananya secara jinayah, jadi
dalam kasus pencurian mereka tidak dikenai hukum had, dan tidak
digishas apabila membunuh ataupun melukai. Akan tetapi dapat
dimintai pertanggung jawabannya secara tindakan kedisiplinan dan
dianggap sebagai pelanggaran kedisiplinan atau aturan. Sehingga tidak
bisa dikenai hukuman tazir kecuali yang bersifat tindakan untuk
melatih kedisiplinan seperti teguran atau pemukulan.

. Ketika telah sempurna pengetahuannya atau akalnya. Ini dimulai dari
umur lima belas tahun dalam pendapat sebagian para Ulama’ figh, dan
delapan belas tahun menurut pendapat Imam Hanifah juga Imam Malik.
Dan keadaan ini seseorang sudah dapat dikenai pertanggungjawaban
secara jinayah dari tindak pidananya apa saja. la dikenai had jika
mencuri atau zina, digishas jika membunuh atau melukai, dan di za ’zir
dengan semua ta ‘ziran.*®

Dalam kitab Syarah Jamal ala al-Minhaj lebih rinci menjelaskan

tentang rusyd:
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Artinya “Dan katanya: taklif adalah syarat sahnya adanya

dakwaan bahwa seorang pendakwa dan yang terdakwa harus sudah
mukallaf, maka tidak disahkan untuk anak kecil dan orang gila untuk
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mendakwa ataupun didakwa. Tidak disahkan juga bagi seorang anak
untuk dimintai jawaban juga pertanggungjawaban darinya kecuali
didengarkan hanya untuk menguatkan keterangan atasnya seprti yang
disebutkan oleh ar-Rasyidi”.**®

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa
dalam hukum pidana Islam seseorang dapat menjadi pendakwa ataupun
terdakwa jika ia telah menjadi seorang mukallaf dan mencapai ahliyyah
atau jika sifatnya yang telah menunjukkan bahwa seseorang telah
sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai
oleh syara’. Dan para ulama sepakat bahwa seseorangdapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan adalah ketika
mencapai umur lima belas tahun. Namun perlu diperhatikan juga di sini
bahwa seorang anak harus diadili di pengadilan anak, tidak boleh diadili di
pengadilan umum.
. Pemenjaraan Anak dalam Hukum Islam

fugaha menetapkan bahwa apabila seorang anak Dengan kata lain,
bahwa zakat harus dikeluarkan dari harta mereka. Imam al-Ghazali lebih
jauh menjelaskan bahwa anak kecil dan orang gila jika berbuat tindak
pidana memang dikenakan kewajiban membayar zakat, baik zakat mal
maupun zakat fitrah, nafkah diri mereka dan ganti rugi (dhammam) akibat
perbuatan mereka bila merusak atau menghilangkan harta orang lain.
Untuk itu, diambil dari harta mereka sendiri. Akan tetapi, kewajiban

tersebut tidak berkaitan dengan perbuatan anak kecil, tetapi berkaitan

dengan harta. Oleh karena itu, dalam kasus tersebut yang bertindak
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membayarkan kewajiban zakat pada mereka; mengambilkan nafkah untuk
diri mereka dang anti rugi yang disebabkan oleh kelalaian mereka adalah
wali mereka masingmasing. Seluruh pengeluaran itu diambilkan wali dari
harta mereka.*®’

Tidak ada dalil normativ bahwa saksi pidana untuk pidana anak
apalagi berupa hukuman penjara. Karena sanksi pidana pada anak
ta’dib/ta’zir, maka diserahkan pengaturan dari waliyyul amri. Seorang
anak tidak dapat dipidana dengan pidana jinayah karena seorang anak

tidak memenuhi syarat sebagai ahlul ‘uqubah. Dalam kitab Tasyri’ al-

Janaiy al-Islamiy disebutkan:
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Artinya : “Seorang anak yang baru disebut mumayyiz tidak dapat
dimintai pertanggungjawaban jinayah akan tetapi diminta untuk
pertanggungjawaban  kedisiplinannnya  dari  perbuatan  tindak
pidananya”. 168
Dalam syari’at Islam tidak ada batasan-batasan tentang saksi-sanksi
kedisiplinan yang memungkinkan pelaksanaannya kepada seorang anak
dan diserahkan kepada pemerintah untuk menetapkan hukuman untuk
seorang anak. Namun ada beberapa ahli figh saja yang mengatakan bahwa
teguran dan pukulan merupakan bagian dari saksi kedisiplinan atau ta 'dib.
Waliiyul amri atau pemerintah dapat memilih hukuman untuk anak-anak

yang sesuai dengan tempat dan zaman dimana ia berada. Seperti hukuman

teguran dan pukulan, menaruh anakyang melakukan tindak pidana ke
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dalam lembaga-lembaga permasyarakatan atau pendidikan, dan lain-lain
yang menunjukkan kepada mendidik dan mendisiplinkan anak-anak.

Pemberian hukuman yang bersifat pendisiplinan dan tidak dipidana
jinayah adalah dikarenakan seorang anak yang belum baligh, dapat
dikatakan belum memiliki taklif. Sehingga hukuman yang dilakukan hanya
untuk bertujuan memberikan pendidikan dan pencegahan di masa
selanjutnya agar tidak melakukan tidak pidana kejahatan lagi.

Seorang anak yang berbuat tindak pidana harus dipidana yang
berbeda dari orang dewasa dalam kitab Al Mughni Li Ibn Qudamah

disebutkan:
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Artinya : “Jika seorang anak dan orang gila yang melakukan
tindak pidana tidak dikenakan gishas karena keduanya tidak memiliki
maksud untuk berbuat tindak pidana, maka dari itu tidak dibenarkan untuk

menghukumnya dengan gishas, akan tetapi hukum yang berlaku bagi

keduanya dalah hukuman kesalahan » 169

Pemerintah Mesir misalnya, dalam memberikan hukuman terhadap
tindak pidana anak ada dua macam:

1. Seorang anak yang melakukan tidak pidana dan umurnya lebih dari
tujuh tahun dan kurang dari duabelas tahun tidak diperbolehkan dikenai
hukuman atau saksi yang berlaku untuk orang dewasa, akan tetapi
dengan sanksi khusus yang bermaksud untuk perbaikan dan

pendisiplinan  seperti  teguran, mengirim anak tersebut ke
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lembagalembaga perbaikan, dan diserahkan kepada waliyyul amri dan
sebagainya.

2. Seorang anak yang melakukan tindak pidana dan telah berumur lebih
dari duabelas tahun dan kurang dari limabelas tahun, seorang hakim
akan melihat dan meneliti terlebih dahulu dengan berbagai
pertimbangan apakah anak tersebut akan dihukum perbaikan atau
pendisiplinan atau dihukum dengan hukuman yang berlaku.*”

dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa
ketentuan hukum terhadap pemenjaraan anak dalam hukum Islam, bahwa
semua bentuk pemidanaan maupun pemenjaraan anak dalam hukum Islam,
tidak dibenarkan (mendapat pembebasan). Dikarenakan anak dalam
hukum Islam belum wajib dikenakan pembebanan hukum (taklif), akan
tetapi apabila kembali mengulangi perbuatan yang dilakukannya atau,
semakin brutal maka hukum pidana Islam membolehkan adanya hukuman
fisik.

Penjatuhan sanksi terhadap anak sangat diperlukan kepada penegak
hukum dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.
Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh
selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi,
pembelaan, tuntutan jaksa penuntut umum serta laporan penelitian
pembimbing kemasyarakatan maupun muatan psikologis baik hakim dan

terdakwa. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa
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dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan
profesionalisme.

Sanksi Pidana terhadap terdakwa juga mempertimbangkan rasa
keadilan terhadap korban karena korban dan keluarganya telah
menanggung aib dan korban telah menanggung akibat dari perbuatan
terdakwa yang bisa menjadi trauma dan beban di kehidupannya kelak.

Kemudian dalam proses penjatuhan sanksi terhadap anak dilihat
dari Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan
pidana anak 4 (empat) tahapan yaitu tahapan penangkapan dan penahanan,
tahapan penuntutan dan tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan dan
dikatakan anak yaitu anak mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai
umur 18 tahun.Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman
pidana yaitu Hal meringankan dan hal memberatkan.

Sedangkan dalam proses penjatuhan Hukuman dalam Hukum
islam yang melaksanakan hukuman adalah petugas yang ditunjuk oleh
imam untuk melaksanakan hal itu. Sebagian ulama berpendapat bahwa
untuk hukuman qishsas juga diserahkan kepada petugas yang
berpengalaman, sehingga tidak melampaui batas yang telah ditentukan.
Ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka
hukuman dapat dibagi dua yaitu Hukuman yang memiliki satu batas
tertentu, hukuman yang memiliki dua batas. Adapun sasaran hukum,
hukuman dapat dibagi empat yaitu Hukuman badan, Hukuman dikenakan

kepada jiwa, Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia,



Hukuman harta. Adapun syarat-syarat pelaksanaan Hukuman dibagi 3
yaitu Hukuman harus ada dasarnya dari syara’ , Hukuman harus bersifat
pribadi, Harus bersifat universal dan berlaku umum. anak yang belum
baligh, had dan orang gila atau belum berumur 15 tahun maka anak hanya
dikenai diyat dari harta walinya baik membayar zakat mal,zakat fitrah atau
ganti rugi (dhammam) oleh karena itu dalam kasus tersebut yang
membayarkan kewajiban zakat mereka dan ganti rugi disebabkan kelalaian
mereka adalah wali masing-masing. Sedangkan anak berusia 15-18 tahun
maka anak dapat dikenai hukuman jinaya atau takzir setengah dari
hukuman orang dewasa karena pada usia tersebut anak telah dibebani
kewajiban hukuman (mukallaf).

Maka Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Dilihat Dari Hukum Islam
Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sisitem peradilan
Pidana Anak telah sejalan atau sesuai dengan Hukum Islam maka untuk
menjatuhkan Hukuman kepada Anak harus sesuai dengan Undang-Undang
No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana anak dan anak harus diadili di

pengadilan anak, tidak boleh diadili dipengadilan umum.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka penulis dapat
menyimpulkan :

Bagaimana Penjatuhan Sanksi Terhadap AnakDilihat Dari Hukum
Islam Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak. Ada empat Proses penjatuhan sanksi kepada anak
yaitu tahapan penangkapan dan penahanan, tahapan penuntutan dan
tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dikatakan anak yaitu anak
mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun. Adapun
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana yaitu Hal
meringankan dan hal memberatkan.

Dalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak adapun jenis pidana pokok sesuai dengan
pasal 71 pidana pokok berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat,
pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan,pelatihan
kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara.

Pidana tambahan terdiri atas :

perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidan,.
pemenuhan kewajiban adat. dan Pasal 82 ayat 1 huruf a dan pasal 69 ayat
2 yakni Penjatuhan Tindakan yang berupa pengembalian kepada orang tua

dan anak belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan dalam



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islan.

Dimana proses penjatuhan Hukuman dalam Hukum islam yang
melaksanakan hukuman adalah petugas yang ditunjuk oleh imam untuk
melaksanakan hal itu. Sebagian ulama berpendapat bahwa untuk hukuman
gishsas juga diserahkan kepada petugas yang berpengalaman, sehingga
tidak melampaui batas yang telah ditentukan. Ditinjau dari segi kekuasaan
hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi dua yaitu
Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, hukuman yang memiliki dua
batas. Adapun sasaran hukum, hukuman dapat dibagi empat yaitu
Hukuman badan, Hukuman dikenakan kepada jiwa, Hukuman yang
dikenakan kepada kemerdekaan manusia, Hukuman harta. Adapun syarat-
syarat pelaksanaan Hukuman dibagi 3 yaitu Hukuman harus ada dasarnya
dari syara’ , Hukuman harus bersifat pribadi, Harus bersifat universal dan
berlaku umum. anak yang belum baligh, had dan orang gila atau belum
berumur 15 tahun maka anak hanya dikenai diyat dari harta walinya baik
membayar zakat mal,zakat fitrah atau ganti rugi (dhammam) oleh karena
itu dalam kasus tersebut yang membayarkan kewajiban zakat mereka dan
ganti rugi disebabkan kelalaian mereka adalah wali masing-masing.
Sedangkan anak berusia 15-18 tahun maka anak dapat dikenai hukuman
jinaya atau takzir setengah dari hukuman orang dewasa karena pada usia

tersebut anak telah dibebani kewajiban hukuman (mukallaf).



Maka Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Dilihat Dari Hukum Islam
Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sisitem peradilan
Pidana Anak telah sejalan atau sesuai dengan Hukum Islam maka untuk
menjatuhkan Hukuman kepada Anak harus sesuai dengan Undang-Undang
No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana anak dan anak harus diadili di

pengadilan anak, tidak boleh diadili dipengadilan umum.

. Saran-saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan
penulisan skripsi ini, sebgai berikut :

1. Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan
kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringnya
terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya kesempatan.
Dan juga para orang tua lebih mengutamakan pendidikan anak agar
kelak anak tersebut tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang
negative.

2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan
ketentuan aturan yang diberlakukan kepada terdakwa yang dalam hal
ini dikategorikan sebagai anak, dalam hal penjatuhan sanksi lebih
kearah pendidikan dan pembangunan karakter terhadap anak sehingga
ancaman-ancaman pidana penjara menjadi alternative terakhir dalam
memberikan sanksi bagi anak.

3. Diharapkan agar masyarakat dan pemerintah bersedia menerima dan

membantu mengawasi terdakwa ditengah-tengah kehidupan mereka



setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan mencegah terdakwa
yang telah dipidana agar iya tidak mengulangi lagi kejahatan pada
umumnya dan perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan

tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri terdakwa.
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